
WALIKOTA MAKASSAR

PBRATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR

NOMOR 4 TAHUN 2()O9

TENTANG

POKOK.POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Menimbang '. a.

Mengingat

b.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

bahwa untuk menciptakan Manajemen Keuangan'Daerah yang baik,
maka Pengelolaan keuangan Daerah harus dilakukan secara tertib,
efektif, efisien, akuntabel, 'transparan dengan memperhatikan azas
Keadilan, Kepatutan dan I{etaatan pada Peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

bahwa berdasarkan huruf a dimaksud diatas dan dalam rangka
Pelaksanaan Pasal 15i Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah dan Pasal 330
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengeloiaan keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan keuangan Daelah.

Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daelah-
daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor T4,Tambahar-r Lernbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentan$'Penyelen ggaraanNegara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, I(olusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahur 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-u11dang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendal'raraan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);

Undang-turdang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan
perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a38e);

Undarlg-undang Nornor l5 Tahr-rn 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaarr
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);
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7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahr;n 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor l2 Tahun 2008
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nornor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4844):

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perintbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-
batas Daer4h Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa,
Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah
Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
65 Tahun 1971, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
J J  I  J  I "

Peraturan Pemerintah Nomoi 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama
Kota Ujung pandang menjadi Kota Makassar dalaur Wilayah Propinsi
Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republi l< Indonesia Tahun 1999
Nomor  193 ) ;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tarnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4503) ;

Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 136. Tambahan Lembaran Negara Republik Indorresia Nomor
457 4) ;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahrui 2005 tentang
Dana Perimbangan lLenibaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137. Tambahan Lembaran Negara Republik hidonesia Nomor
457 5):

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2005 Nomor .138, Tambahan Lembaran Nesara
Republik lndonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2005 tentar-rg
Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2005 Nomor 139. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4577):

Peratulan Pemerintah RepLrblik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 140. Tan'rbahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4578):
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Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 150, .
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Len'rbaran Negala Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengeloaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 (Lembalan
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tarnbahan Lembarau
Negara Republik indonesia Nomor a855);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.0212006 tentang Pedoman
Pelaksanaan dan Mekanisme Pemantauan Defisit Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah dan Pinjaman Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahurn 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2001 tentang
Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok - pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR
dan

WALIKOTA MAKASSAR
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG poKoK-
POKOK PENGBLOLAAN KEUANGAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

i

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Kota adalah Kota Makassar;

b. Walikota adalah Walikota Makassar;

c. Pemerintal'r Kota adalah Pemerintah Kota Makassar;

d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar;

e. Pemerintah adalah Pernerintah pusat

f' Keuangan Daerahr adalah semua Hak dan Kewajiban Daerah dalam rangka
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk
didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan Hak dan-Kewajiban
Daerah tersebut:

t9 ,

20.

21.

22.

a a
z J .

24.

25.



z. Belanja Daerah adalah Kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai Pengurang
, .. Nilai Kekayaan Berfrh;

g. Pelgelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi

Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan. Pelaporan, Pertanggungjawaban, dan
Pengawasan Keuangan Daerah;

h. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana

Keuangan Tahunan Pernerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

i. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan keuangan Daerah adalah Walikota yang karena
jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaar-r

keuangan Daerah;

j. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala
Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mernpunyai tugas
melaksanakan Pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;

k. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang

bertindak dalarn kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah;

l. Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi Kuasa untuk melaksanakan tugas Bendahara
Llmum Daerah;

m. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat

Daerah pada Pemerintah Daerah selaku penggulla anggaran/barang,

lu. Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa p,'ogrurr-t;

o. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat
pada unit kerja SKPD yang melaksanakari satu atau beberapa kegiatan dari suatu
program sesuai dengan bidang tugasnya;

p. Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggllnaan anggalau untuk
melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;

q, Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan
sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan
fungsi SKPD;

r. Pengguna Barang adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Barang Milik
Daerah;

s. Kas Umum Daerah adalah Tempat Penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan olel-r
Walikota untuk menampLmg seluruh penerimaan Daerah dan rnembayar seluruh
pengeluaran Daerah;

t. Rekening Kas Umum Daerah adalah Rekening Tempat Penyimpanan Uang Daerah
yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh Penerimaan daerah dan
membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan;

u. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat,Fungsional yang dituniuk untr-il< menerima.
menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang
Pendapatan Daerah dalam rangka Pelaksanaan APBD pada SKPD;

v, Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk menerima,
menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempeftanggungjawabkan Llang
untuk keperluan belanja daerah dalam rangka peiaksanaan APBD pada SKPD;

w. Penerimaan Daerah adalah Llang yang masuk ke kas Daerah;

x. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah;

y. Pendapatan Daerah adalah Hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai Penambal-i Niiai
Kekayaan Bersih;

aa. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara Pendapatan Daerah dan Belanja
Daerah;



bb. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja
Daerah;

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dar/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran yang bersangkutan
maupun pada Tahun-tahun Anggaran berikutnya;

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih
Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran selama satu periode anggaran;

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima
sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain seliingga
Daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali;

Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran
berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut
dilakukan dalam perspektif lebih dari satu Tahun Anggaran, dengan mempertimbangkan
implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada Tahun berikutnya yang
dituangkan dalam prakiraan maju;

Prakiraan Maju (forward qstimate) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun
Anggaran berikutnya dari Tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan
program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyulunan anggaran
talrun berikutnya; .

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai
sehubungan dengan penggunaan anggaran defigan kuantitas dan kualitas yang terukur;

Penganggaran Terpadr,r (unified budgeting) adalah penyusunan rencana keuangan
Tahunan yang dilakr"rkan secara terintegrasi untuk seluruh ienis belanja guna
rnelaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian eflsiensi
alokasi dana;

Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan
dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional;

Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau
lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil
yang terukur sesuai dengan misi SKPD;

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit ker.ia
pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan
terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralian sumber daya baik yang berupa personal
(Sumber Daya Manusia), barang modal termasuk peralatan dbn teknologi, dana, atau
kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan
(input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa;

Sasaran (target) adalah hasil yang dihaiaphan dari suatu program atau keluaran yang
diharapkan dari suatu kegiatan;

Keluaran (output) adalah barang atau .jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan;

Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya kelr.raran dari
kegiatan-kegiatan dalam satu program;

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD
adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) Tahun;

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode I (satu) Tahun;

Rencana Kerja danr Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalal-r
dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta
anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya;
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ss. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat RKA-PPKD adalah Rencana Kerja dan anggaran dinas selaku Bendahara
Umum Daerah;

tt. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang

memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yarlg

mendasarinya untuk periode 1 (satu) TahLrri;

uu. Plioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutuya disingkat PPAS mertlpakan
program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD
untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusLlnan RKA-SKPD;

vv. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD
merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran;

ww. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selaniutnya
disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran Dinas selaku Bendahara
Umum Daerah;

xx. Dokumen Pelaksanaan Perrrbahan Anggaran SKPD sebesar yang selanjutnya disingkat
DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan
pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran olel-r

, pengguna anggaran;

yy. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokurnen yang
diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggr,rng jawab atas pelaksallaan kegiatarVbendahara
pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran;

zz. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen
yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan
SPM;

aaa. Surat Perintah Mernbayar yang selaniutnya disingkat SPM adalah dokumen yang
digunakarVditerbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD;

bbb, Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah
dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada Pihak Ketiga;

ccc. Uang Persediaan adalah sejumlah Llang tunai yang disediakan untuk satuan kerja
dalam melaksanakan kegiatan operasior.ral sehari-hari I

ddd. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah
dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang
persediaan untuk mendanai kegiatan opei'asional kantor sehari-hari;

eee. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU
adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan
untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan;

fff. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persgdiaan yang selaniutnya disingkat SPM-
TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena
kebutuhan dananya melebilii dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah
ditetapkan sesuai dengan ketentuan;

ggg. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah
dan/atau Hak Pemprintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat
perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan Peraturan perundang-undangan atau akibat
Iainnya yang sahl



hhh' Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas bebal ApBD
atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;

iii' Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau
kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berclasarkan peraturan
perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab laimryi yang sah;

.ijj Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang
memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam rut, Tuhun Anggaran; 

-

kkk' Sistem Pengendalian Intern Keuangan Daerah merupakan suatu proses yang
berkesinambungan yang dilakukan oleh Lembaga/Badan/Unit yang mempunyai tugas
dan fungsi melakukan pengendalian melalui a,tdit dan evaluasi, uit,rk *.nyu11in ugu1.
pelaksanaan kebijakan Pengelolaan keuangan Daerah r.ruui delgan rencana dan
Peraturan perundang-undangan;

lll' Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan balang yalg lyata dan
pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengajJmaupun lalai;

mmm' Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKpD/Unit
Kerja pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk membedkan
pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang din/atau jasa yang dijual tanpa
mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan

, pada prinsip efisiensi dan produktivitas;

nnn' Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang
menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerUiturl
SPP;

ooo' investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga,
deviden, royalti' manfaat sosial darVatau manfaat lainnya sehingga aufut meningkatka'
kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyar-alat. 

'

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah meliputi :
a' Hak Daerah untuk memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta melakukanpinjaman;
b.

d .
A

f.

Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dan membayartagihan Pihak Ketiga;
Penerimaan Daerah;
Pengeluaran Daerah; ,,
Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga,piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai a.ngun uang, termasuk kekay aan yangdipisahkan pada perusahaan Oaerah; da-n
kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalarn rangka penyelenggaraantugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Pasal 3

Pokok-pokok Pengelolaan keuangan Daerah yang diatr-rr dalam peraturan Daerah ini meliputi:a. Asas Umum pengelolaan keuangan Daerah ;-
b. Kekuasaan pengelolaan keuangir Daerah ;c. Asas Umum dan Struktur ApBb:
d. Penyusunan Rancangan ApBD;
e. Penetapan ApBD;
f, Pelaksanaan ApBD;



( t )

(2)

Penrbahan APBD;
Penatausahaan Keuangan Daerah ;
Akr.rntansi Keuangan Daerah;
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
Laporan Keuangan dan Kinerja Interim;
Pengendalian Defisit dan Penggunaan Surplus APBD;
Pengelolaan Kekayaan Daerah dan Kewajiban;
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan keuangan Daerah;
Penyelesaian Kerugian Daerah;
Kedr.rdukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah; dan
Perrgelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

BAB I I I
ASAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 4

Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada Peraturan perundang-undangan, efisien,
ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatilian asas keadilan,
kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;

Pengelolaan keuangan Daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terirrtegrasi yang
diwu.iudkan dalam APBD yang setiap Tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IV
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian lksatu
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan keuangan Daerah

Pasal  5

(1) Walikota adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan keuangan Daerah dan newakil i
Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan:

(2) Pemegang Kekuasaan Pengelolaan keuangan Daerah sebagainiana dimaksr,rd pada ayat (l)
mempunyai kewenangan:
a, Menetapkan Kebijakan tentang Pelaksanaan ApBD;
b. Menetapkan Kebijakan tentang Pengelolaan Barang Daerah ;
c. Menetapkan Kuasa Pengguna AnggaranlBarang;
d' Menetapkan Bendahara Penerimaan danlatau Bendahara Pengeluaran:
e. Menetapkan Pejabat yang bertugas rnelakukan Penrungutan Penerimaan Daeraft;
f . Menetapkan Pejabat yang bertugas melakukan Pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;
g Menetapkan Pe.iabat yang bertugas rrtelakukan Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
h' Menetapkan Pejabat yang bertugas melakukan Penguriian Atas Tagihan dan

Memerintahkan Pembayaran.

(3) Walikota selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan keuangan Daerah prel impahka'
sebagian atau seluruh kekr"rasaannya kepada :
a. sekretaris Daerah selaku Koordinator pengelola Keuangan Daerah;
b. Kepala satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku ppKD; dan
c. Kepala SKPD selaku Pejabat pengguna Anggaran/Barang Daerah.

(4) Pelimpahan sebagian gtau seluruh kekuasaan sebagaimana dirnaksr-rd pada ayat (3)
ditetapkan dengan keputusan Walikota berdasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan
antara yang menlerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkal uang.



Bagian lfudua
Koordinator Pengelolaan keuangan Daerah

Pasal  6

( I ) Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaarr keuangan Daerah sebagaimana
dirnaksud pada Pasal 5 ayat (3) huruf a terkait dengan peran dan fungsinya dalam
membantu Walikota nlenyusun kebijakan dan mengoordinasil<an penyelenggaraan Lrrusan
Pemerintahan Daerah termasuk Pengelolaan keuangan Daerah :
a. Penyusunan dan Pelaksanaan Kebi. iakan Pengelolaan APBD:
b. Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Barang Daerah;
c. Penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
d. Penyusunan Raperda APBD, Perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD;
e. Tugas-tugas Pejabat Perencana Daerah, PPKD, dan Pejabat Pengawas Keuangan

Daerah; dan
f. Penyusunan Laporan Keuangan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD.

(2) Selain tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) koordinator Pengelolaan keuangan
Daerah juga rnempunyai tugas:

. a. Memimpin tim anggaran Pemerintah Daerah ',

b. Menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;
c. Menyiapkan pedoman pengelolaan barang D.aerah;
d. Mernberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD; dan
e. Melaksanakan tugas-tugas Koordinasi Pengelolaan keuangan Daerah lainnya

berdasarkan kuasa yang di l impahkan oleh Walikota.

(3) Koordinator Pengelolaan keuangan Daerah berlanggr-rng jawab atas pelaksanaall tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) dan ayar (2) Pasal ini kepada Walikota.

Bagian Iktiga
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pasal  7
(1) Kepala SKPKD selaku PPKD sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) hururf b mempunyai

tLlgas:
a. Menyusun dan Melaksanakan Kebijakan Pengelolaan keuangan Daerah ;
b. Menyusun Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBp;
c, Melaksanakan Pemungutan Pendapatan Daerah yang telah ditetapkan dengan Pelaturan

Daerah ;
d. Melaksanakan Fungsi Bendahara Umunr Daerah;
e. Menyusun Laporan Keuangan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD: dan
f. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Walikota.

(2) PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang:
a. Menyusun Kebijakan dan Pedoman pelaksanaan ApBD;
b, Mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD:
c. Melakukan Pengendalian Pelaksanaan ApBD;
d, Memberikan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem penerimaan dan Pengeluaran Kas

Daerah;
Melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah;
Menetapkan SPD;
Menyiapkan Pelaksanaan Pinianran dan Penrberian Piniaman atas nama pemerintah
Daerah;

li. Melaksanakan SistSm Akr-rntansidan peraporan Keuangan Daerah:
i. Menyajikan lnformasi Keuangan Daerah; dan
i Melaksanakan Kebijakan dan Pedoman Pengelolaan serta Penghapusan Barang Mil ik

Daerah.

t .
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(3) PPKD bertanggur-rg jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Walikota melalui Sekretaris
Daerah.

Pasal  8

(l) PPKD selaku BUD dalanr melaksanakan t iurgsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat
(2) nienunjuk Pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan Daerah selakr-r kuasa
BUD;

(2) Penunjukan kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan
Walikota.

(3) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), mempunyai tugas:
a. Menyiapkan Anggaran Kas;
b. Menyiapkan SPD;
c. Menerbitkan SP2D: dan
d. Menyimpan Seluruh Bukti Asl i  Kepemil ikan Kekayaan Daerah ;
e. Memantau Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran APBD oleh Bank dan/atar"r

Lembaga Keuangan lainnya yang ditunjuk;
f. Mengusahakan dan Mengatur Dana yang diperlukan dalam Pelaksanaan APBD;
g. Menyimpan Uang Daerah;.
h. Melaksanakan Penernpatan Uang Daerah dan Mengelola/Menatausahakan Investasi;
i ,  Melakukan Pembayaran berdasarkan permintaan Pe.iabat Pengguna Anggaran atas

beban Rekening Kas Umum Daerah:
j Melaksanakan Pemberian Pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
k, Melakukan Pengelolaan Utang dan Piutang Daerah; dan
l. Melakukan Penagihan Piutang Daerah.

(4) Kuasa BUD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada BUD.

Pasal  9

PPKD dapat melimpahkan kepada Pe.iabat lainnya dilingkungan Satuan Keria Pengelola
Keuangan Daerah untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :
a. Menyusun Rancangan APBD dan Rancangan Perubaharr APBD;
b. Melakukan Pengendalian Pelaksanaan APBD;
c. Melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah:
d. Menyiapkan Pelaksanaarr Pinjaman dan Peniberian Jaminan atas nama Pemerintah Daerali ;
e. Melaksanakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
f. Menyajikan lnfbrmasi Keuangan Daerah; dan
g. Melaksanakan Kebijakan dan Pedoman Pengelolaan serta Pengliapusan Barang Milik

Daerah.

pej a b at pen ggu n a f:{#r #,;:{;;""^B a ra n g D a e ra h

Pasal  l0

Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerali ulempunyai tugas dan wewenang:
a. Menyusun RKA-SKPD;
b. Menyusun DPA-SKPD:
c.  Menyusun DPPA-SKPD;
d. Melakukan t indakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban Anggaran Belanja:
e. Melaksanakan Anggaran SKPD yang dipimpinnya;
f . Melakukan Pengujian atas tagihan dan menrerintahkan pembayaran;
g. Melaksanakan Pemungutan Penerimaan Bukan pajak;
h. Mengadakan Ikatan/Perjaniian Kerjasarna dengan pihak lain dalam batas anggaran yang

telah ditetapkan;
i.  Menandatangani SPM
.i Mengelola Utang dan Piutang yang n-renjadi tanggung.jawab SKPD yang dipimpilnya;
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k. Mengelola Barang Mil ik Daerah/Kekayaan Daerah yang meniadi tanggung jawab SKPD
yang d ip impinnya;

l. Mer-ryusun dan Menyampaikan Laporan Ker"rangan SKPD yang dipirnpinnya;
m. Mengawasi Pelaksanaan Anggaran SKPD yang dipimpinnya;
n. Melaksanakan Tugas-tugas Pengguna Anggaran/Pengguna Barang lainr-rya berdasarkan

Kuasa yang dilimpahkan oleh Walikota; dan
o. Bertanggung Jawab atas Pelaksanaan Tugasnya kepada Walikota melalui Sekretaris

Daerah.

Pasal  l l

(1) Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam melaksanakan tugas dapat
melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit Kerja pada SKPD selakr"r
Kuasa Pengguna Anggaran/Ku*a Penggurna Barangl

(2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagainrana tersebut pada ayat ( l)  berdasarkan
pertimbangan t ingkatan Daerah, besaran SKPD, besaran.jumlah uang yang dikelola. beban
kerja, lokasi, kompetensi. rentang kendali, dan/ atau pertimbangan objektif lainnya;

(3) Pelirnpahan sebagian Kewendngan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
Walikota atas usul kepala SKPD;

(4) Pelimpahan sebagian Kewenangan sebagaimana dimaksr"rd pada ayat (.1), rneliputi :
a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belania;
b. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
d. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang

telah ditetapkan;
e. Menandatangani SPM-LS dan SPM-UPiGU/TU;
f. Mengawasi pelaksanaan anggaran Unit Ker'la yang dipimpinnya: dan
g. Melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarl<an kuasa yaug

dil impahkan oleh Pejabat pengglrna anggaran.

(5) Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Penggr.rna Barang sebagainrana dimaksud pada ayat (1)
bertanggung jawab atas pelaksanaan tllgasnya kepada Pengguna Anggaran/PenggLlna
Barang.

Bugian I{elima
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD

Pasal  12

(1) Pe.iabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan program dan
kegiatan dapat menunjuk Pejabat pada unit,  keria SKpD selaku pprK;

(2) PPTK sebagaimana dimaksr.rd pada ayat ( l) mempr.rnyai tugas:
a, Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
b. Melaporkan perkembpngan pelaksanaan kegiatan; dan
c' Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

(3) Dokumen Anggaran sebagaitnana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi dokumen
administrasi kegiatan lnaupun dokumen admirridtrasi yang terkait dengan persyaratan
pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangal.

Pasal  13

(l) Penurnjukan PPTK sebagaimana dimaksurd Pasal 12 ayat (1) berclasarkan pertin-rbangan
kompetensi jabatan, afggaran kegiatan, beban kerja, lokasi. dan/atau rentang kendali clan
pertimbangan obj ektif lainnya:

(2) PPTK bertanggung jawab kepada Peiabat Per-rgguna Anggaran/Kuasa Penggula Anggaran.

l l



Bagion l(eensnr
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD

Pasal  14

(l) Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD/DPPA-SKPD, Kepala
SKPD menetapkan Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD
sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD;

(2) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
a. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan .iasa yang disampaikan oleh

bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK;
b. Menelit i  kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji  dan tunjangan PNS

serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yarig diajukan oleh bendahara pengeluaran;

c. Melakukan verif-rkasi SPP;
d. Menyiapkan SPM;
e. Melakukan verifikasi harian atas penerinlaan;
f. Melaksanakan akuntansi SKPD; dan
g Menyiapkan laporan keuangan SKPD.

(3) PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai Pejabat yang bertugas melakukan pemungutan
' penerimaan negara/Daerah, bendahara, darVatau PPTK.

Bagian xetiiun
Bendahara Pener imaan dan Bendahara Pengeluaran

Pasal  15

(l) Walikota atas usul PPKD menetapkan Berrdahara Penerimaan dan Ber-rdahara Pengeiuaran
untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD;

(2) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
adalah Pejabat fungsional;

(3) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran baik secara langsung maupun tidak
langsung dilarang melakr"rkan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan peniualan
jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan, serta membuka
rekening/giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lernbaga keuangan lainnya
atas nama pribadi;

(4) Dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa
Pengguna Anggaran. Walikota menetapkau Bendahara Penerimaan Pembantu dan
Bendahara Pengeluaran Pembantn pada Lrnit kerja terkait;

(5) Bendahara Penerimaan dan Bendal-rara Pengeluarall secara fungsional bertanggr-rng .f awab
atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.

BAB V
ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD

Bugiun l(esutu
Asas Umum APBD

Pasal  16

(l) APBD disusun sesuairdengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan
Pendapatan Daerah;

(2) Petryusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berpedoman kepada RKPD dalam
rangka mewujudkan pelayanar-r kepada masyarakat untuk tercapairTya tr-r.iuan beruegara:
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(3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi. distribusi. dan
stabil isasi:

(4) APBD, Perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasa l  l 7

(l) Penerimaan Daerah terdiri dari Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah;

(2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) merupakan perkiraan yang
terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan;

(3) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) adalah semua
penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada Tahun Anggaran yang bersangkutan
maupun pada Tahun-tahun Anggaran berikutnya.

Pasal  18

(1) Pengeluaran Daerah terdiri dari belanja daeral-r dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah;

(2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) merupakan,perkiraan beban
pengeluaran Daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar re.latif dapat dinikmati

'  oleh seluruh kelornpok masyarakat tanpa diskriminasi. kl iususnya dalanr pemberian
pelayanan umuln; .

(3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) adalah pengeluaran yang
akan diterima kembali baik pada Tahun Anggaran yang bersangkutan maupun pada Tahun-
tahun Anggaran berikutnya.

Pasal  19

(l) Pendapatan, belanja dan pembiayaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD harus
berdasarkan pada ketentuan Peraturan perundang-undangan;

(2) Seluruh Pendapatan Daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dianggarkan secara
bruto dalam APBD.

Pasal 20

APBD merupakan dasar Pengelolaan ker-raqgan Daerah dalarn masa 1 (satu) Tahun Anggaran
terhitung mr"rlai tanggal 1 . lanuari sarnpai dengan tanggal 3l Desember,"

Bagian Kedua
Struktui 'APBD

Pasal 2l

( I ) Struktur APBD merupakah satu kesatuan yang meliputi:
a. Pendapatan Daerah;
b. Belanja Daerah; dan
c. Pembiayaan Daerah.

(2) Struktur APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menurut urlrsan
Pernerintahan Daerah dan organisasi yang bertanggr.rng jawab melaksanakan urusan
pemerintahan tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi
Perangkat Daerah.

t 
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(l) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayar (l) huruf a melipr-rti semua
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penerimaan uang nlelalui Rekening
lancar, yang nterupakan Hak Daerah
dibayar kembali oleh Daerah;

Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana

dalam Satu ( I ) Tahun Anggaran dan tidak perlu

(2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat ( l) huruf b meliputi semua
' ' 

p.ng.iuaran dari rekering Kas Umum Daerah yang mengurangi ekr-ritas dana lancar. yang

m.ipakan kewajiban Dierah dalam Satu (1) Tahun Anggaran dan tidak akan diperoleh

pembayarannya kembali oleh Daerah;

(3) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2l ayat (1) huruf c meliputi

semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus'

Pasal 23

(1) pendapatan Daerah sebagaimana dimaksr-rd Pasal 2l ayat ( l) huruf a dir inci menurut

urusan Pemerintah Daerah, organisasi. Kelompok, Jenis, obyek dar-r Rincian obyek

Pendapatan;

(2) Belania Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat ( l) huruf b dir inci tuenurut

urusan Pemeriltahan baerah, Organisasi. Program, Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek dan

Rincian Obyek Belanja:

(3) pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud clalam Pasal 21 ayat'{1) huruf c dir inci
'menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Kelompok, Jenis, Obyek dan Rincian

Obyek PembiaYaan. -

Bugian l{etiga
PendaPatan Daerah

Pasal  24

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2l ayat (1) huruf a meliputi:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD):

b. Dana Perimbangan; dan
c. Lain-lain Per-rdapatan Daerah yang sah.

Pasal 25

( I ) Kelompok Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dibagi

menurut jenis pendapatan yang meliputi-:
a. Pajak Daerah ;
b. Retribusi Daerah;
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan

d. Lain-lain PAD yang sah.

(2) Jelis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) hunrf a dan

huruf b dirinci menurut Obyek Pendapatan sesuai dengan Undang-undang tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah;

(3) Jenis Hasil  Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada

ayat ( l  ) huruf c dir inci menurut obyek pendapatan yalg meliputi:
a. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Mil ik Daerah /BUMD;

b. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaau Milik Pemerintah/BUMN; dan

c. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta atau Kelompok

Usaha Masyarakat.

(4) . lenis Lain-lain
mel iput i :

Pendapatan Asli Daerah yang sah dirinci menurut Obyek Pendapatan yang

a. Hasil penjualan
I

kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsut'an/
cici lan;

b. Jasa giro;
c. Pendapatan bunga;
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d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Daerah ;
e. Penerimaan komisi, potongan atauplln bentr"rk lain sebagai akibat dari penjualan

dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah;
f. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
h, Pendapatan denda pajak;
i. Pendapatan denda retribusi;
j, Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
k, Pendapatan dari pengembalian;
l.  Fasil i tas sosial dan fasi l i tas umum;
m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
n. Pendapatan dari Badan Layanan Umttm Daerah (BLUD); darl
o. Penerimaan kontribusi dan sumbangan.

(5) Obyek Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang tidak termasuk pada ayat (4) pasal ini akan
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 26

(l) Kelompok Pendapatan Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud Pasal24 huruf b dibagi
menurut Jenis Pendapatan yang terdiri atas:

. a. Dana Bagi Hasil;
b. Dana Alokasi Umum; dan
c. Dana Alokasi Khusus! .

(2) Jenis Dana Bagi Hasil dirinci menurut objek pendapatan yang mencakurp:
a. Bagi Hasil Pajak; dan
b. Bagi Hasil Bukan Pajak.

(3) Jenis Dana Alokasi Untum hanya terdir i  atas objek pendapatan dana alokasi umum:

(4) Jenis Dana Alokasi Khusus dirinci menurut objek pendapatan menurLrt kegiatan yang
ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 27

Kelompok Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 24 huruf c
dibagi menurut Jenis Pendapatan yang meliputi:

a. Hibah berasal dari pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, masyarakat, badan usaha dalam
negeri atau luar negeri yang tidak mengikat:

b. Dana Darurat dari Pemerintah dalam rangka penanggulangan korbanikerusakan akibat
bencana alam;

c. Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusds yang ditetapkan olel i  Pemerintah.

d. Dana Bagi Hasil Pa.iak Propinsi kepada Kabr"rpaterVKota atau dari Pemerintah Daerah
la innya:  dan

e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerali lainnya.

Pasal  28

(l) Pajak Daerah, Hasil  Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Lain-lai ir Pendapatan
Asli Daerah yang sah ditransfer langsung ke kas Daerah, dana perimbangan dan lain-lain
Pendapatan Daerah yang sah dianggarkan pada SKPKD;

(2) Retribusi Daerah, komisi, potongan, keuntungan selisih nilai tukar rupiah, pendapatan dari
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak
dipisahkan dan hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan Daerah yang tidak
dipisahkan yang dibawah penguasaan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang diar-rggarkan
pada SKPD.
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Pasal  29

(l) Belanja Daerah sebagaimana dimaksr"rd dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dipergunakan
dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang
terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau
bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah
yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan;

(2) Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) dipriori taskan
untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya
memenuhi kewajiban Daerah yang diwr"rjudkan dalam bentuk per-ringkatan pelayanan
dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta
mengembangkan sistem jaminan sosial:

(3) Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana dirnaksud pada ayat (2)
diwujudkan melalui prestasi kerja dalarn pencapaian standar pelayanan minimal
berdasarkan urusan wajib Pemerintahan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan.

Pasal  30

( I ) Klasifikasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksr-rd Pasal 23 ayat (2)
terdir i  dari Belanja Urusan Wajib dan Belanja Urusan Pil ihan;

(2) Klasifrkasi Belania menurLlt urusarl wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Pendidikanl
b. Kesehatan;
c. Pekerjaan Umum;
d. Perumahan Rakyat;
e. Penataan Ruang;
f. PerencanaanPembangunan;
g. Perhubungan;
h. Lingkungan Hidup;
i. Pertanahan;
j Kependudukan dan Catatan Sipil;
k. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
L Keluarga Berencana dan Keluarga Se.iahtera;
nr .  Sosia l :
n. Ketenagakerjaan;
o. Koperasi dan Usaha Kecil  dan Menengah;
p. Penanaman Modal;
q. Kebudayaan;
r. Kepemudaan dan Olah Raga:
s. Kesatuan Bangsa dan Poli t ik Dalam Negeri;
t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat

Daerah, Kepegawaian dan Persandian;
u. Ketahanan Pangan
v, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
w. Statistik;
x. Kearsipan;
y. Komunikasi dan Infbrniatika; darr
z. Perpustakaan.

(3) Klasif ikasi Belanja Megurut Urusan Pil ihan sebagaimana dimaksud pada ayat ( I  ) meliputi:
a. Pertanian:
b. Kehutanan;
c. Energi dan Surnber Daya Mineral l
d. Pariwisata
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e. Kelautan dan Perikanan:
f. Perdagangan;
g. lndustri; dan

. h. Ketransmigrasian.

(4) Belanja menurut urusan Penierintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang
tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan Pemerintah Daerah yang

' ditetapkan dengan ketentuan Perundang-undangan dijabarkan dalani bentuk program dan
kegiatan yang diklasifikasikan menurut urusan wajib dan urusan pilihan.

Pasal  31

Belanja Menurut Fungsi digunakan untuk tujuan Keselarasan dan Keterpaduan Pengelolaan
keuangan Negara yang meliputi:
a. Pelayanan umum;
b. Ketertiban dan Ketentramanl
c. Ekonomi;
d. Lingkungan Hidup:
e. Perumahan dan Fasil i tas Umum;
f . Kesehatan;
g. Pariwisata dan Budaya;
h. Pendidikan: dan
i. Perl indunsan Sosial.

Pasal  3 i

(1) Belanja Menurut Organisasi sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) disesuaikan dengan
Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah;

(2) Belanja menurut progranl dan kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2)
disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal  33

(l) Belanja Menurut Kelompok Belanja sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) terdir i  dari:
a. Belania Tidak Langsung; dan
b. Belanja Langsung.

(2) Kelompok Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibagi
menurut jenis belanja yang meliputi:
a. Belanja pegawai;
b. Bunga;
c.  Subsid i ;
d. Hibah;
e. Belanja Bagi Hasil;
f. Bantuan Keuangan;
g. Bantuan Sosial; dan
h. Belanja Tidak Terduga.

(3) Kelompok Belanja Langsung sebagaimana dir laksud pada ayat (1) huruf b dibagi merlurut
jenis belanja yang terdir i  dari:  .
a. Belanja Pegawai;
b. Belanja Barang dan .lasa; dan
c.  Belanja Modal .

Pasal  34

(1) Belanja Pegawai seblgaimana dimaksud Pasal 33 ayat (2) huruf a adalah belanja
kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan
kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai ketentuan Perundang-undangan:
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(2) Uang Representasi dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD serta gaji dan tunjangarr
Walikota dan Wakil Walikota serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan
sesuai Peraturan Perundang-undangan dianggarkan dalam Belanj a Pegawai.

Pasal 35

(1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada pasal 33 ayat (2) huluf a dianggarkan pada
SKPD berkenaan;

(2) Belania bunga, belanja subsidi, belanja hibah. belania bantuan sosial. belanja bagi hasil .
belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada pasal 33
ayaL (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan hururf h harrya dapat
dianggarkan pada belanja SKPKD.

Pasal  36

( I ) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil
berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan
Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-
undangan:

(2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan prida pembahasan
KUA;

(3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka
peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, kondisi ker1a. kelangkaan
prof-esi, prestasi kerja, dan/ atau pertimbangan objektif lainnya;

(4) Tambahan penghasilan berdasarkan beban keria sebagaimana diniaksud pada ayat (3)
diberikan kepada pegawai rregeri sipi l  yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-
tugas yang dini lai melampaui beban kerja normall

(5) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi keria sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diberikan kepada Pegawai Negeri Sipi l  yang dalam nrelaksanakan tugasnya berada pada
lingkungan kerja yang memil iki resiko t inggi;

(6) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagainiana dirnaksud pada ayat
(3) diberikan kepada pegawai negeri sipi l  yang dalam mengemban tugas memil iki
keterampilan khusus dan langka;

(7) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diberikan kepada pegawai negeri sipil.yang memilik prestasi kerja yang tinggi dan/atar-r
inovasi;

(8) Tambahan penghasilan berdasarkan pert imbangan objekti f  lainnya sebagairnana dimaksud
pada ayat (3) dalam rangka peningkatan kesejahteraan umurn pegawai, seperti pemberian
uang makan:

(9) Kriteria pemberian tambahan penghasilan sebagainrana dimaksud ayat (3) ditetapkan
dengan Peraturan Walikota.

Pasal 37

(1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (2) huruf d digunakan uirtuk
menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada
Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, masyarakat, dan
organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;

(2) Belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan
Daerah , rasionalitas dari ditetapkan dengan Keputusan walikota;

(3) Pemberian hibah dalani berrtr"rk uang atau dalam bentr-rk barang atau jasa dapat diberikan
kepada Pemerintah Daerah tertentLr sepanjang ditetapkan dalam Peraturan perundang-
undangan.
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Pasal 38

(1) Hibah kepada Pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan'
fungsi Pemerintahan di Daerah;

(2) Hibah kepada Perusahaan Daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan
kepada masyarakat;

(3) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya bertujuan untuk menunjang per-ringkatan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan layanan dasar umum;

(4) Hibah kepada masyarakat dan organisasi kernasyarakatan berlujuan untuk meningkatkan
partisipasi penyelenggaraan Pembangunan Daerah atau secara fungsional terkait dengan
dr"rkungan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

(5) Belanja hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di laporkan
Pemerintah Daerah kepada Menteri Dalarn Negeri dan Menteri Keuangan setiap akhir
Tahun Anggaran.

Pasal 39

(1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasat 33 ayat (2) hr-rruf d bersi lat bantuan
yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak wa.jib sefta.harus digunakan

. sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah;

(2) Hibah yang diberikan secara tidak mengikat/ tidak secara terlls - menerLrs diartikan
bahwa petnberian hibah tersebut ada batds akhirnya tergantung pada kerrrampuan
keuangan dearah dan kebr.rtuhan atas kegiatarr tersebut dalanr menuniang penyelenggaraan
Pemerintahan Daerali;

(3) Naskah Perjanjian Hibah Daerah sebagainrana dimaksud pada ayat (i) sekurang-
kurangnya memuat identitas penerima hibah. tujr"ran pemberian hibah, jumlah uang yang
dihibahkan.

Pasal 40

Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat(2) huruf g digunakan
untuk menganggarkan pernberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalanl
bentuk uang dan/atau barang kepada kelornpok/anggota masyarakat. dan Partai Politik,

Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat ( l)diberikan secara selekti f ' ,  t idak terus
menerus/ tidak mengikat serta merniliki keielasan peruntukan penggunaannya dengar-r
mempertimbangkan kenrampuan Keuangan Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan
Walikota;

Bantuan sosial yang diberikan secara t idaf terus menerus/ t idak nrengikat diart ikan bahwa
pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak halus diberikan setiap Tahun Anggaran;

Khusus kepada Partai Politik, bantuan diberikan sesuai dengan ketentuan Perattiran
perundang-undangan dianggarkan dalam bantuan sosial.

Pasal  4 l

Pemberian subsidi. hibah. bantuan sosial, dan barituan keuangan sebagaimana dimaksurd
pada pasal 33 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf g, dan huruf f dilaksanakan atas persetu.ir-rar-r
Walikota;

Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan ber-tanggungjawab atas
penggunaan uang / barang dan/ atau jasa yang diterimanya dan waiib menyampaikar.r
laporan pertanggungjawpban penggunaannnya kepada Kepara Daerah:

Tata cara pemberian dan pertanggungiawaban subsidi. hibah, bantuan sosial. dan Bantuan
keungan sebagaimana dimaksud pada ayat ( i)  ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

(4)

( l )

(2)

(3)

( l )

(2)

(3  )
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Pasal 42

(l) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (3) huruf a untuk pengeluaran

honorarium/upah dalam melaksanakan kegiatan Pemerintahan;

(2) Belanja langsung yang terdiri dari belania pegawai. belanja barang dan jasa serta belanja
prodal untuk melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada

belanja SKPD berkenaan;

(3) Pengaturan lebih lanjut mengenai Belanja Daerah akan diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 43

( 1 ) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) digunakan untuk pengeluara
yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfai
lebih dari l2 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintahan;

(2) Nilai aset tetap berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (l) yang dianggarkan dalar
belanja modal sebesar harga beli/ bangun aset ditambah seluruh belania yang terkait denga
pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan:

(3) Walikota menetapkan batas minimal kapitalisasi (c'apitcrlizcttion thresfiold) sebagai dasr
pembebanan belanja modal,

Bagian lfulintn
Surplus / (Defisit) APBD

Pasal 44

Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan
terjadinya surplus atau def-rsit anggaran.

Pasal  45

(l) Surplus anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 terjadi apabila anggaran
pendapatan Daerah diperkirakan lebih besar dari Anggaran Belanla Daerah;

(2) Dalam hal anggaran diperkirakan surplus. diutamakan untuk pengurangan utang.
pembentukan dana cadangan. penyertaan rnodal pemerintah. pemberian pinjaman kepada
Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah lain dan/atau pendanaan bejanja peningkatan.iaminan
sosia l ;

(3) Penggunaan anggaran yang diperkirakan surplus ditetapkan dalam peraturan Daerah
tentang APBD.

Pasal 46

(l) Defisit Anggaran sebagaimana dimaksud Pasal 44 terjadi apabila anggaran pendapatan
Daerah diperkirakan lebih kecil dari Anggaran Belanja Daerah;

(2) Batas maksimal defisit APBD untuk setiap Tahun Anggaran berpedoman pada penetapari
batas maksimal defisit APBD oleh Menteri Keuangan;

(3) Dalani hal Anggaran diperkirakan Defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk
menutup defisit meliputi sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun lalu, transf-er dari rekening
dana cadangan. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan. Penerimaan Pir!aman
Daerah dan Obligasi Daerah. Penerimaan Pir,rtang Daerah.
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Pasal 47

Pembiayaan Daerah sebagaimana dirnaksud Pasal 21 ayat (l) huruf c terdiri dari Penerimaan
Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 48

(l ) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 47 meliputi:
a. SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya;
b. Pencairan Dana Cadangan;
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
d. Penerimaan Pinjaman;
e. Pemberian Pinjaman: dan
f. Penerimaan Piutang.

(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 mencakup:
a. Pen-rbentukan dana cadangan;
b. Investasi pernerintah Daerah;
c. Pembayaran pokok utang: dan
d. Pemberian pinjaman.

Pasat 49

(l) Pembiayaan Neto merupakan selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran
pembiayaan;

(2) Jumlah Pembiayaan Neto harus dapat menutup Defisit Anggaran;

(3) Pengaturan lebih lanjut mengenai Pembiayaan Daerah diatur dengan Peraturan Walikota,

Pasal 50

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sebagaimarta
dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a mencakup pelampauan penerimaan PAD,
pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan
Daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghernatan belanja, kewajiban
kepada Pihak Ketiga sampai dengan akhir'Tahun belum terselesaikan; dan sisa dana kegiatan
laniutan.

Bagian lktujuh
Dana Cadangan

Pasal  5 l

( I ) Pemerintah Daerah dapat niembentuk dana cadangan gLlna rnendanai kegiatan yang
penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam I (Satu) Tahun
Anggaran; c

Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan dengan
Peraturan Daerah:

Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayal (2) niencakup penetapan tr.rjuan
pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana
cadangan, besaran danlrincian, Tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dar-r
ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan Tahun Anggaran
pelaksanaan dana cadangan;

(2)

\ J '
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(4) Rancangan peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dibahas bersamaan dengan pembahasan rancangan peraturan Daerah tentang
APBDI

(5) Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Walikota bersamaan dengan penetapan Rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD;

(6) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari penyisihan atas
penerimaan Daerah, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman Daerah dan penerimaan
lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan;

(7) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditempatkan pada rekening tersendiri;

(8) Penerimaan hasil bunga/deviden rekening dana cadangan dan penempatan dalarn portofolio
dicantumkan sebagai penambah dana cadangan berkenaan dalam dafiar dana cadangan
pada lampiran Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;

(9) Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam Tahun
Anggaran yang berkenaan;

( 1 0) Pelaporan Penggunaan Dana Cadangan.

BAB VI
PENYUSUNAN RANCANGAN APBD

Pasal 52

Berdasarkan RKPD dan RPJMD, Pemerintah Daerah menyuslln Rancangan APBD.

Bagian Kesatu' 
, ,.,".,['J;';I;1"]',#H*::1"'JJf.,,","

Pasal 53

(1) Waliko'ta menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dan
pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap Tahun;

(2) Pedoman penyusunan APBD sebagaim-ana dimaksud pada ayat ( 1) memuat antara lain :
a. Pokok-pokok Kebijakan yang memuat Sinkronisasi Kebiiakan Pemerintah dengan

Pemerintah Daerah;
Prinsip dan Kebijakan Penyusunan APBD Tahun Anggaran berkenaan;
Teknis Penyusunan APBDI dan
Hal-hal Khusus lainnya.

(3) Dalam menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagainrana dimaksud ayat ( l)
Walikota dibantu oleh TAPD yang dipimpirr oleh sekretaris Daerah;

(4) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayal
(3). disampaikan oleh Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD kepada Walikota. paling
lambat pada minggu pertama Bulan Juni.

Pasal 54

(l) Rancangan KUA memuat kondisi Ekonomi Makro Daerah, Asumsi Penyusunari APBD.
Kebijakan Pendapatan Daerah, Kebijakan Belanja Daerah, Kebiiakan Pembiayaan Daerah
dan Strategi Pencapaiaryrya;

(2) Strategi pencapaian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) memuat langkah-langkah kongkrit
dalam mencapai target.

b ,

d .

22



Pasal 55

ffiffilt* 
PPAS sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat (l) disusun dengan tahapan sebagai

a. Menentukan skala prioritas pembangunan Daerah ;b, Menentukan prioritas program untuk masing_masing urusan;
c' Menyusun plafon anggaran sementara untuli masini-masing program/ kegiatan,

Pasal  56

(l) Rancangan KUA dan rancangan P?AS sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (3)disarnpaikan walikota kepada DPRD palirig lan",bat perrengahan bulan .luni Tahu'Anggaran ber.ialan untuk dibahas dalam p"embicaraan pendahuluan RApBD Tahu'Anggaran berikutnya;

(2) Pembahasan sebagaimana dimaksud ayat (l) dilakukan oleh TApD bersama pa'itiaanggaran DpRD;

(3) Rancangan KUA.dan rancangan PPAS yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat(2) selanjutnya.disepakati minjadi KUA a"an ppas faling lambat akhir bulan Juli rahunAnggaran berjalan.

Pasal 57

(l) KUA dan PPAS.yang.telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (3)masing-masing dituangka. kedalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersam a artarawalikota dengan pimpi'an DPRD dalam waktu bersanraan;
(2) Dalam hal walikota berhalangan, yang bersangkutan dapat me'unjuk pejabat yang diberiwewenang untuk menandatangani Nota Kesepakatan KUA dan ppA"S; 

J

(3) Dalam hal walikota berhala'gan tetap".penandatanganan nota kesepakatan KUA da' ppASdilpkukan oleh pejabat yang ditunjuk or.n e.;uuui y?nf u.rwenang.

Btgion Kedua
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKpD

Pasal 58

(l) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayar (L), TApDmenyiapkan Rancangan Surat Edaran walikota tentang pedoman penyusunan RI(A-SKpDsebagai acuan Kepala SKPD dalam menyusun RKA_SKpD;
(2) Rancangan Surat Edaran walikota tentang P,edoman penyusunan RKA-SKpD sebagaimanadimaksud pada ayat ( l)  mencakuo :

a' Prioritas pembangunan Daera'h dan program/ kegiatan yang terkait; .b' Alokasi plafon anggaran sementara_untuk setiap irogram/ kegiatan SKpD;c. Batas waktu penyampaian RKA-SKFD kepadap'Frcn; Aand' Dokumen sebagai lampiran surat edaran meliputi KUA. ppAS. analisis standar belanjadan standar satuan harga.

(3) Surat Edaran walikota perihal pedoman penyusunan RKA-SKpD sebagaimana dimaksudpada ayat (l) diterbitkan paling iambat u*ut gutun egrrtu, Tahun Anggar.an berjalan;
(4) Pengaturan lebih lanjut tentang penyusunan RKA-SKpD diatur dengan peraturan walikota.



Bogian Ketigu
Penyiapan Raperda APBD

Pasal 59

( 1 ) Dalam rangka penyiapan Rancangan Peratqran Daerah APBD SKPD maupun SKPKD
rrrenyiapkan dokumen penganggaran ;

(2) Dokumen yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas RKA-SKPD dan RKA-PPKD;

(3) Pada SKPKD disusun RKA-SKPD dan RKA-PPKD; dan

(4) Pada SKPD disusun RKA-SKPD.

Pasal 60

(l) RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih
lanjut oleh TAPD;

(2) Pembahasan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menelaah :
a. Kesesuaian RKA-SKPD dengan KUA, PPAS, prakiraan maju pada RKA-SKPD Tahun

berjalan yang disetujui Tahun lalu dan dokumen perencanaan lainnya;
b. Kesesuaian rencana anggaran dengan standar analisis belania, standar satuan harga;
c. Kelengkapan instrurnent pengukuran kinerja yarrg rnelipr-rti capaian kinerja, indikator

kinerja, kelompok sasaran kegiatan, dan standar pelayanan minirnal.
, d. Proyeksi prakiraan maju untr.rk Tahun Anggaran berikutnya; dan

e. Sinkronisasi program dan kegaiatan antar RKA-SKPD.
I

I (3) Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud

i pada ayat (2) Kepala SKPD melakukan penyempurnaan,
I
t -
'  

pasal 6l

(1) RKA-SKPD maupun RKA-PPKD yang telah disempurnakan oleh Kepala SKPD maupurl
Kepala SKPKD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Peniabaran
APBD;

(2) Rancangan peraturan Daerah tentang APBD sebagairnana dimaksud pada ayat (1)
dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari :
a, Ringkasan APBD;
b. Ringkasan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi:
c. Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah. Organisasi. Pendapatarr, Belanja

dan Pembiayaan;
d. Rekapitulasi Belanja menurut urusan Pemerintal-ran Daerah, Organisasi, Prograrn dan

Kegiatan; , '
e. Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan

Daerah dan fungsi dalam kerangka Pengelolaan keuangan Negara;
f. Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
g. Daftar Piutang Daerah;
h. Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah;
i. Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah,
j. Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan'Aset Lain-lain;
k. Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan

dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini:
l. Daflar Dana Cadangan Daerah; dan
m. Daftar Piniarrran Daerah.

Pasal 62

(l) Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud Pasal 6l
ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari:
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Ringkasan Penjabaran APBD; dan
Penjabaran APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, ltegiatan,
kelompok. jenis. obyek, r incian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

(2) Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD memuat penjelasan sebagai
berikut:
a. Untuk pendapatan mencakup dasar hukum;
b. Untuk belanja mencakup lokasi kegiatan; dan
c. Untuk pembiayaan mencakup dasar hukum dan sumber penerimaan pembiayaan untuk

kelompok penerimaan pembiayaan dan tujuan pengeluaran pembiayaan untuk
kelompok pengeluaran pembiayaan.

BAB VII
PENETAPAN APBD

Bagian Pertomn
Penyampaian dan Pembahasan

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Pasal 63

(l) Walikota menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserla larnpirannya
kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Okober Tahun Anggaran
sebelumnya dari Tahun yang direncanakan untuR mendapatkan persetujuan bersama;

(2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai
dengan Nota Keuangan;

(3) Dalam hal Walikota dan/atau Pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka Pejabat yang
ditunjuk dan. ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas
Walikota dan/atau selaku pimpinan sefflentara DPRD yang menandatangani persetujuan
bersama.

Pasal  64

( I ) Penetapan Agenda Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
mendapatkan persetujuan bersama sebagairrrana dimaksud pasal
dengan tata tertib DPRD;

(2) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ditekankan
dengan KUA dan PPAS; :

pada kesesuaian Rancangan APBD

(3) Dalam Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, DPRD dapat meminta
RKA-SKPD berkenaan dengan program/ kegiatan tertentu;

(4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud ppda ayat (3) diatas dituangkan dalam dokumen
persetujuan bersama antara Walikota dan DpRD;

(5) Persetujuan bersama anlara Walikota dan DPRD terhadap rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD ditandatangani oleh Walikota dan pimpinan DPRD paling lama I (satr.r)
bulan sebelum Tahun Anggaran berakhir;

(6) Dalanr hal Walikota dan/atar.r pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka Pejabat yang
ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang selakLr peniabati pelaksana tr,rgas Walikota dan/ atau
selaku pimpinan sementara DPRD yang menar-rdatangani persetujuan bersama;

(7) Atas dasar persetr"riuan bersama sebagaimana dirnaksud pada ayat (4). Walikota menyiapkan
rancaltgan peraturan Walikota tentang peniabaran ApBD.

Pasal 65

(1) Dalam hal penetapan aptgo mengalami keterlambatan Walikota melaksanakan pengeluaran
setiap bulan setinggi-tingginya sebesar seperduabelas APBD Tahun Arrggaran t.b.lu*nyu;

A

b .

tentang APBD untuk
63 ayar  ( l )  d isesura ikan
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(2) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pacla

uyut (l) dibatasi hanya untuk belanja yang bersifat tetap seperti belanja pegawai, layanan

jasa dan keperluan kantor sehari-hari,

Pasal 66

(l) Apabila DPRD sampai batas waktu tidak menetapkan persetujuan bersama der-rgan Walikota

terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD" Walikota melaksanakan pengeluaran

setinggi+ingginya sebesar angka APBD Tahun Anggaran sebelumnya untuk membiayai

keperluan setiap bulan;

(2) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada

ayar (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib:

(3) Pengaturan lebih lanjut mengenai betanja yang bersifat n-rengikat dan belanja yang bersifat

wajib ditetapkan dengan peraturan Walikota.

Pasal 67

(1) Rencana pengeluaran sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (l) disusun dalam Rancangan

Peraturan Walikota tentang APBD;

(2) Rancangan Peraturan Walikota tentang APBD sebagaimana dimaksud. .pada ayat (1) dapat

dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Gubernur;

(3) Rancangan Peraturan Walikota tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari :
a. Ringkasan APBD:
b, Ringkasan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
c. Rincian APBD menllrut urusan Pemerintahan Daerah. organisasi. progranl, kegiatan.

kelompok, jenis, obyek, r incian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
d. Rekapitulasi Belanja menurut urusan pemerintahan Daerah. organisasi. program dan

kegiatan;
e'. Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduatr urusan Pemerintaharr

' Daerah dan fungsi dalam kerangka Pengelolaan keuangan Negara:
f. 

'Daftar jumlah pegawai per golongan dan per.iabatanl
g. Daftar piutang Daerah ;
h. Daftar penyertaan modal (investasi) Daerah ;
i. Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah ;
j. Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
k. Daftar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang.belum diselesaikan dan

dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
l. Daftar dana cadangan Daerah; dan
m. Daftar pinjaman Daerah.

t '

Pasal 68

Walikota dapat melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat ( l)

setelah Peraturan Walikota tentang APBD Tahun berkenaan ditetapkan,

Pasal 69 
.

( 1) Penyampaian Rancangan Peraturan Walikota untuk memperoleh pengesahan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) paling lama l5 (lima belas) hari kerja terhitung sejak

DPRD tidak menetapkan keputusan bersama dengan Walikota terhadap Rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD;

(2) Apabila dalam batas yaktu 30 (tiga puluh) hari kerja gubernur tidak mengesahkan
Rancangan Peraturan Walikota tentang APBD sebagairnana dimaksud pada ayat (l).
Walikota menetapkan Rancangan Peraturan Walikota dimaksud meniadi Peraturan
Walikota.



Pasal 70

Pelampauan dari pengeluaran setinggi-tingginya sebagaimana ditetapkan dalam pasal 66 ayat(1)' dapat dilakukan apabila aaa [euilatcan pemeriniah untuk kenaikan gaji dan tunjanganPegawai Negeri Sipil, bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkar-r dalamundang - undang, kewa.iiban pembayaran pokok piniaman dan bunga piniaman yang telah.iatuhtempo serta pengeluaran ya.g rnendesak diluar kenoati pemerintali Daerah.

Bagian Kedua
Evaluasi Rancangan peraturan Daerah tentang ApBD dan
Rancangan peraturan warikota tentang penjabaran ApBD

Pasal  71

(l) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama DpRD danRancangan Peraturan walikota tentang eenjibaran ApBD ,.b.lu,r, ditetapkan olehwalikota paling lama 3 (tiga) hari te4'a alsampulr.un terlebih dahulu kepada Gubernuruntuk dievaluasi;

(2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) berre,ntangan dengankepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang rl,uirrii"ggi, warLota bersamaDPRD melakukan penyenpurnaan palin[ lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejakditerimanya hasil evaluasi.

Puruf ZZ

(l) Penyempurnaan hasil  evaluasi sebagaimana dimaksud dalanr pasal 7l ayat (2) di lak,ka.oleh Walikota bersama dengan panitia Anggaran DpRDI
(2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud

DPRD;

Keputusan- pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (z) drjadikan dasarpengtapan Peraturan Daerah tentang ApBD;
Keputusan Pimpinan D-PRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dandilaporkan pada Sidang paripurna bJrikutnya:
Sidang Paripurna berikutnya sebagaimana dimaksr-rd pada ayat (4) yakni setelah sida'g

lTffi:"" 
pengambilan keputusan b.rru*u terhadap Rancangan p.ruturun oaeran tenrang

Keputusan pimpinan 
?PRD sebagaimana dinraksud pada ayat (4) disarnpaikan kepadaGubernur paling lama 3 (tiga) hari ferja setelah Keputusan tersebut ditetapka.;

Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan.tetap, maka Pe.iabat yang dituniuk dan ditetapkarroleh Pejabat yang berwenang selaku- Pirnpinan ,.r,l.ntur^ DPRD yang mena'datanga'iKeputusan Pimpinan DPRD,

penetapan ."l.u,ufJf 
's:{::fi"ntang 

ApBD dan
Peraturan Walikota tentang penjabaran ApBD

Pasal 73

(l) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan peraturan walikota tentangPenjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh walikota menjadi peraturan
Daerah tentang APBD dqn peratura' walikota teniang penjabaran ApBD;

(2) Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan peraturan walikota tentangpenjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada aiat frl aitut ut an paling lambat ranggal 31Desember Tahu' Anggara' sebelum'ya; 
t/srrrr6 rc

pada ayat ( l)  ditetapkan oleh pimpinan

(3 )

(4)

(s)

(6)

(7)
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( l )

(2)

(1 )

(2)

( i )

(3) Walikota menyampaikan peraturan Daerah tentang APBD dan peraturan Walikota tentang
Penjabaran APBD kepada Gubernur paling lamaT (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan;

(4) Untuk memenuhi azas transparansi, Walikota wajib menginformasikan Substansi Peraturan
Daerah APBD kepada masyarakat yang telah diundangkan dalarn Lembaran Daerah.

BAB VI I I
PELAKSANAAN APBD

Bagiun lksutu
Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD

Pasal 74

PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan,
memberitahukan kepada semua Kepala SKPD agar menyusun Rancangan DPA-SKPD dan
kepada Kepala SKPKD untuk menyusun DPA-SKPD maupun DPA-PPKD;

Rancangan DPA-SKPD maupun DPA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat ( i),  merinci
sasaran yang hendak dicapai. program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai
sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap SKPD serta pendapatan yang
diperkirakan;

(3) Kepala SKPD dan Kepala SKPKD menyerahkan Rancangan DPA-SKPD maupun DPA-
PPKD kepada PPKD paling lama 6 (enam) ha6i kerja setelah pemberitahuan sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1).

Pasal 75

Pada SKPKD disusun DPA-SKPD dan DPA-PPKD;

DPA-SKPD memuat programi kegiatan yang dilaksanakan oleh PPKD selaku SKPD;

DPA-PPKD digunakan untuk menampung:
a.,.Pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah;
b. Belanja bunga, belanja subsidi, belania hibah, belanja bantuan sosial, belania bagi hasil.

belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga; dan
c. Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan Daerah.

Pasal  76

( I ) TAPD melakukan verifikasi r.u,-,.ungu,r DPA-SKPD maupun DPA-PPKD bersama-sama
dengan Kepala SKPD paling lama l5 (linia belas) hari kerja sejak ditetapkannya Peraturan
Walikota tentang Penjabaran APBD;

(2) Berdasarkan hasil verif-rkasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). PPKD mengesahkan
Rancangan DPA-SKPD maupun DPA-PPKD dengan persetujuan Sekretaris Daerah ;

(3) DPA-SKPD maupun DPA-PPKD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayar (2)
disampaikan kepada Kepala SKPD, Satuan Kerja Pengawasan Daerah, dan Badan
Pemeriksa Keuangan paling lamaT (tujuh) hari kerja sejak tanggal disahkan;

(4) DPA-SKPD maupun DPA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai
dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala SKPD maupun Kepala SKPKD selaku Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang.

I

(1) Kepala SKPD berdasarkan
SKPD;

Bngian Kedua
Anggaran Kas

Pasal  77

rancangan DPA-SKPD menyusun rancangan anggaran kas

2 8



i
(2) Rancangan Anggaran Kas SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (l) disampaikan kepada

PPKD selaku BUD bersamaan dengan Rancangan DPA-SKPD;

(3) Pembahasan Rancangan Anggaran Kas SKPD dilaksanakan bersamaan dengan pembahasan
DPA-SKPD

Pasal 78

(l ) PPKD selaku BUD menyusun anggaran kas Pemerintah Daerah guna mengatur
ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan
rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD yang telah disahkan;

(2) Anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (l ) rnemuat perkiraan arus kas masuk yang
bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan guna mendanai
pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode;

(3) Mekanisme pengelolaan anggaran kas ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 79

Pelaksanaan Anggaran Pendapaian Daerah. pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah dan
pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB Ii
PERUBAHAN APBD

Bagian Pertumu
Dasar Perubahan APBD

Pasal 80
a

(1) Pepbahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :
a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi.

antar kegiatan, dan antar. ienis belania:
c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih Tahun sebelumnya harus digunakan

dalam Tahun berjalan;
d. Keadaan darurat; dan :.
e, Keadaan luar biasa.

(2) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan I (satu) kali
kecuali dalam keadaan luar biasa.

Bagion Kedua
Kebijakan Umum serta

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD

Pasal  8 l

(l) Perubahan APBD disebabkan perkembangun yung tidak sesuai dengan asumsi KUA
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (l) huruf a dapat berupa terjadinya
pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah. Alokasi Belania Daerah.
sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA:

(2) Walikota memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD
sebagaimana dimaksudrdalam Pasal 80 ayat (l) huruf a ke dalarn rancangan kebijakan
umum Perubahan APBD serta PPAS Perubahan APBD;

(3) Dalam rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan secara lengkap penjelasan mengenai:

a n
Z '

dalarn I (satu) Tahun Anggaran.



\
a. Perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya;
b. Program dan kegiatan yang dapat diusulkan r.rntuk ditampung dalam perubahan APBD

dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD Tahun Anggaran berjaian;
c. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam Perubahan

APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan
d. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam Perubahan

APBD apabila melampaui asumsi KUA.

(4) Rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu peftama bulan
Agustus dalam Tahun Anggaran berjalan;

(5) Rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), setelah dibahas selanjutnya disepakati menjadi kebijakan umurn
perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD paling lambat minggu kedua bulan
Agustus Tahun Anggaran berjalan;

(6) Dalani hal persetuir"ran DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
APBD diperkirakan pada akhir Bulan September Tahun Anggaran berjalan, agar dihindari
adanya penganggaran kegiatan pembangunan fisik didalam Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD.

Pasal 82

Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD yang telah disepakati
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 | ayat (5). hasing-masing dituangkan ke dalam Nota
Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Walikota dengan Pimpinan DPRD dalam
waktu bersamaan.

Pasal 83

(l) Berdasarkan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82. TAPD menyiapkan
Rpncangan Surat Edaran Walikota perihal Pedoman Penyusunan RKA-SKPD yang memuat
prqgram dan kegiatan baru dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah untuk
dianggarkan dalam Perubahan APBD sebagai acuan bagi Kepala SKPD;

(2) Rancangan Surat Edaran Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
a. PPAS perubahan APBD yang dialokasikar-r untuk program ban"r dan/atau kriteria DPA-

SKPD yang dapat diubah pada setiap SKPD;
b. Batas waktu penyampaian RKA-SKPD dan/atau DPA-SKPD yang telah diubah kepada

PPKD; dan r. ,,,.,
c. Dokumen sebagai lampiran meliputi kebilakan umum perubahan APBD, PPAS

Perubahan APBD, standar analisa belanja dan standar harga.

(3) Pedoman penyusunan RKA-SKPD dan/a1au kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah
sebagaimana dimaksud pada ayat (l), diterbitkan oleh Walikota paling lambat minggr-r
ketiga bulan Agustus Tahun Anggaran berjalan.

Pasal  84

Tata cara penyusunan RKA-SKPD dalam perubaharr APBD lebih lanjut diatur dengan peraturan
Walikota.

Pasal 85

Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (l) dapat berupa
peningkatan atall pengurangan capaian target lcinerja program dan kegiatan dari yang telah
ditetapkan semula. r
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Bagian Ketiga
Pergeseran Anggaran

Pasal 86

(1) Pergeseran Anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (l) huruf b serta pergeseran antar obyek belanja
dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja diformulasikan dalam DPPA-SKPD;

(2) Pergeseran antar rincian obyek belania dalam obyek belanja berkenaan dapat dilakukan atas
persetujuan PPKD;

(3) Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan
Sekretaris Daerah;

(4) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan
cara mengubah Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan"
untuk selanjutnya dianggarkan dalarn Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan
APBD;

(5) Pergeseran Anggaran jenis belanja dan obyek belanja dapat dilakukan setelah mendapatkan
persetujuan Pimpinan DPRD dan harus dimuat dalam perubahan APBD dalam Tahun
Anggaran berkenaan;

(6) Pergeseran Anggaran antar rincian obyek belanja dalam satu obyek belanja ditetapkan
dengan Peraturan Walikota; .

(7) Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan
akibat pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (l), harus dijelaskan dalam kolorn
keterangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran perubahan APBD;

(8) Tata cara pergeseran sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam peraturan
Walikota.

' 
Bagian Keentpat

'  Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Tahun Sebelumnya' 
Dalam Perubahan APBD

Pasal 87

Saldo anggaran lebih Tahun sebelumnya merupakan sisa lebih perhitungan Tahun Anggaran
sebelumnya;

Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih Tahun sebelunrnya harus digunakan
dalam Tahun Anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (l) huruf c
dapat berupa:
a. Membayar bunga dan pokok utang dan/atau Obligasi Daerah yang melampaui anggaran

yang tersedia mendahului perubahan APBD;
b. Melunasi seluruli kewajiban bunga dan pokok utang;
c' Mendanai kenaikan gaji dan tuniangan PNS akibat adanya kebijakan pemerintah:
d. Mendanai kegiatan laniutan;
e. Mendanai program dan kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan

batas akhir penyelesaian pembayaran dalam Tahun Anggaran berjalan; dan
f. Mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian targ6t kinerianya ditingkatkar-r dari yang telah

ditetapkan semula dalam DPA-SKPD Tahun Anggaran berjalan yang dapat diselesaikan
sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam Tahun Anggaran berjalan.

Penggunaan saldo anggaran Tahun sebelumnya untuk pendanaan pengeluaran sebpgaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan hurr-rf f diformulasikan terlebih dahulu
dalam DPPA-SKPD; I

Penggunaan saldo anggaran lebih Tahun sebelumnya untuk mendanai pengeluaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d difbrmulasikan terlebih dahulu dalam DPAL-
SKPDr dan

( l )

(2)

(3 )

(4)
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(5) Penggunaan saldo anggaran lebih Tahun sebelumnya untuk mendanai pengeluaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-
SKPD.

Bagian Kelimcr
Pendanaan Keadaan Darurat

Pasal 88

(l) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (l) huruf d sekurang-
kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat

diprediksikan sebelumnya;
b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Daerah; dan
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang

disebabkan oleh keadaan darurat.

(2) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum
tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD:

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan. setelah mendapat
persetujuan dari Pimpinan DPRD;

(4) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada aiat (2) termasuk belanja untuk keperluan
mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam peraturan Daerah tentang APBD;

(5) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksurd pada ayat (3) mencakup:
a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia

dalam Tahun Anggaran berjalan;
b, Penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat atau pemerintah provinsi;
c. Penyesuaian terhadap alokasi anggaran belanja yang sumber dananya berasal dari

t pemerintah pusat/pemerintah provinsi; dan
d Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang

lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

(6) Dalarn hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, Pemerintalr
Daerah 

'dapat 
melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran

tersebut disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran;

(7) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Walikota,

Bagian Keenam
Pendanaan Keadaan Luar Biasa

Pasal 89

(l) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat (l) huruf e merupakan
keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan danJatau pengeluaran dalam APBD
mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dali 50% (lima puluh persen);

(2) Persentase 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) merupakan selisih
(gap) kenaikan atau penurunan antara Pendapatan dan Belanja dalam APBD.

Pasal 90

(l) Dalam hal kejadian lu4r biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBD
mengalami peningkatan lebih dari 50oh (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 89 ayat (l), dapat dilakukan penambahan kegiatan baru dari/atau penjadwalan
ulang/peningkatan capaian target kinerja program dan kegiatan dalam Tahun Anggaran
berjalan; 

1)
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(2) Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diformulasikan terlebih
dahulu dalam RKA-SKPD;

(3) Penjadwalan ulang/peningkatan capaian target kinerja program dan kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD;

(4) RKA-SKPD dan DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan
sebagai dasar Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan kedua APBD.

Pasal  91

(1) Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBD
mengalami penurunan lebih dari 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 89 ayat (l), maka dapat dilakukan penjadwalan ulang/pengurangan capaian target
kinerja program dan kegiatan lainnya dalam Tahun Anggaran berjalan;

(2) Penjadwalan ulang/pengurangan capaian target sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diformulasikan ke dalam DPPA-SKPD;

(3) DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar Penyusunan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua APBD.

Bagian Ketujuh
Penyiapan Raperda Perubahan APBD

Pasal 9i

( I ) RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA-SKPD yang akan
dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada
PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD;

(2) Pentbahasan oleh TAPD dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dan
DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dengan kebijakan umum perubahan
AlgO serta PPA perubahan APBD, prakiraan maju, yang direncanakan atau yang telah
disetujui dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, standar
analisis belanja, standar satllan harga, dan standar pelayanan minimal;

(3) Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD dan DPPA-SKPD yang memuat program dan
kegiatan yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD terdapat ketidaksesuaian dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). SKPD melakr.rkan penyempumaan.

;.
Pasal 93

( l) RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA-SKPD yang akan
dianggarkan dalam perubahan APBD yang.telah disempurnakan oleh SKPD, disampaikan
kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD;

(2) RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA-SKPD yang akan
dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah dibahas TAPD, dijadikan bahan
penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan rancangan
Peraturan Walikota tentang penjabaran perubahan APBD oleh PPKD.

Bsgian Kedelnpian
Tata Cara Penetapan Perubahan APBD

Pasal  94

Rancangan Peraturan Daerph tentang Perubahan APBD dan Peraturan Walikota tentang
Penjabaran Perubahan APBD yang disusun oleh PPKD memuat pendapatan, belanja dan
pembiayaan yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.



Pasal 95

(l) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalanr
Pasal 94 terdiri dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD besefia
lampirannya;

(2) Lampiran Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Ringkasan perubahan APBD;
b. Ringkasan perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
c. Rincian perubahan APBD menurut Llrusan Pemerintahan Daerah, organisasi,

pendapatan, belanj a dan pembiayaan;
d, Rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi,

program dan kegiatan;
e. Rekapitulasi perubahan belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan

Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka Pengelolaan keuangan negara;
f. Daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
g, Daftar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan

dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini; dan
h. Daftar pinjarnan Daerah.

Pasal 96

(1) Rancangan Peraturan Walikota tentang Peniabaran Perubahan APBD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 94 terdiri dari Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabalan
Perubahan APBD beserta lampirannya;

(2) Lampiran Rancangan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (l) terdiri dari:
a. Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan

Pembiayaan Daerah; dan
b, Penjabaran Perubahan APBD menurut organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis.

obyek, rincian obyek pendapatan, belania dan pembiayaan.

Pasal  97

(1) Walikota menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, beserta
Iampirannya kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan September Tahun Anggaran
berialari untuk mendapatkan persetujuan bersama;

(2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai
dengan Nota Keuangan Perubahan APBD

(3) DPRD menetapkan Agenda Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana
dirnaksud pada ayat (1);

(4) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah berpedoman pada kebijakan ulnum perubahan
APBD serta PPA perubahan APBD yang,telah disepakati antara Walikota dan Pimpinan
DPRD; dan

(5) Pengambilan Keputusan DPRD untuk menyetuiui Rancangan Peraturan Daerah tentang

sebelum Tahun Anggaran yang bersangkutan berakhir.

E v a I u as i Ra n c a n ga n p e ra t u ra 
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a n Ra n c a n ga n p e ra t u ra n
Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

Pasal 98

(l) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD yang telah disetujui bersama
DPRD dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD sebelum
ditetapkan oleh Walikota paiing lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Gubernur
untuk dievaluasi.



(1 )

(2)
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(2) Hasil  evaluasi sebagaimana dirnaksud dalam ayat (1) t idak sesuai dengan kepentingan
Llmuln dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Walikota bersama DPRD
melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya
hasil  evaluasi.

Pasal 99

Tata cara penyempurnaan hasil evaluasi sebagairnana dimaksudkan Pasal 98 ayat (2) berlaku
ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 72,

Pasal 100

Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Walikota tentang
Penjabaran Perubahan APBD berlaku ketentuan sebagaimana dimaksr-rdkan dalam Pasal 73.

I .

Bagian kesepulult
Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD

. Pasal  101

PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Daerah tentang Berubahan APBD
ditetapkan, memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar Menyusun Rancangan DPA-
SKPD terhadap program dan kegiatan yang dianggarkan dalam Perubahan APBD;

DPA-SKPD yang mengalami perubahan dalar?r Tahun berjalan seluruhnya harus disalin
kembali ke dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah (DPPA-SKPD);

Dalam DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap rincian obyek
pendapatan, belanja atau pembiayaan yang mengalami penambahan atau pengLlrangan atau
pergeseran harus disertai dengan penjelasan latar belakang perbedaan.iumlah anggaran baik
sebelum dilakukan perubahar-r maupun setelah dilakukan perubahan;

DPPA-SKPD dapat di laksanakan setelah dibahas TAPD. dan disahkan oleh PPKD
berdasarkan persetujuan Sekretaris Daerali.

Bagian Kesebelns
Kegiatan Lanjutan

Pasal  102

Sisa dana kegiatan lanjutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 adalah dana atas bebarr
belanja langsung atas kegiatan yang belum diselesaikan sampai dengan akhir Tahun
Anggaran yang pelaksanaannya akan dilanjutkan pada Tahun Anggaran berikutnya;

Pelaksanaan kegiatan laniutan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) di atas, didasarkan
pada DPA-SKPD maupun DPA-PPKD yang telah disahkan kembali oleh PPKD menjadi
DPA-Lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) Tahun Anggaran berikutnya;

Pekerjaan yang dapat di laniutkan dalam bentuk DPAL memenuhi kri teria :
a. Pekerjaan yang telah ada ikatan perjanjian kontrak pada Tahun Anggaran berkenaan; dan
b. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan diakibatkan bukan karena kelalaian Penggunz

AnggaraniBarang atau Rekanan, namun karena akibat dari Force Maior.

(4)

2.

3.
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(2)

BAB X
PENATAUSAHAAN KEI.JANGAN DAERAH

Bagian Kesatu
Azas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah

Pasal 103

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerirnaan/Pengeluaran dan
orang atau badan yang menerima atau menguasai Uang/Barang/Kekayaan Daerah wa.iib
menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Pejabat yang menandatangani dan/atau rnengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat
bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD
bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan
surat bukti dimaksud.

Bagian Kedua
Pelaksanahn Penatausahaan Keuangan Daerah

Pasal  104

(l) Untuk pelaksanaan APBD, Walikota menerapkan :
a. Pejabat yang diberi wewenang menandatang'ani SPD;
b. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;
c. Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan SPJ;
d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;
e, Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran;
f- Bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga. belanja subsidi, belanja hibah,

belanja bantuan sosial. belanja bagi hasil. belania bantuan keuangan, belanja tidak
'' terduga, dan pengeluaran pen'rbiayaan pada SKPKD;

g. Bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu SKPD; dan
h. Pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD.

(2) Penetapan Pejabat yang ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang
sebagairtrana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan kebutuhanl

(3) Penetapan Pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, didelegasikan oleh
Walikota kepada Kepala SKPD; :

(4) Pejabat lainnya sebagairnana dirnaksud pada ayat (3) mencakup :
a. PPK-SKPD yang diberi wewenang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada

SKPD;
b. PPTK yang diberi wewenang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatr.r

progrant sesuai dengarr bidang tugasnyal
c. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti pemungutan

Daerah;
d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti penerimaan kas

penerimaan lainnya yang sah; dan
e, Pembantu bendahara penerimaan dan/atau pembantu bendahara pengeluaran.

(5) Penetapan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilaksanakan sebelum
dimulainya Tahun Anggaran berkenaan,

Bagian Ketiga
Penatausahaan Penerimaan

t  
Pasa l  105

(1) Penerirnaan Daerah disetor ke rekening Kas Umum Daerah pada Bank Pemerintah yang
dituniuk dan dianggap sah setelah Kuasa BUD rnenerima Nota Kredit;

pendapatan

dan bukti
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(2)

(3)

Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap
penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya:

Pengaturan lebih lanjut tentang sistem dan prosedur penatausahaan penerimaan
diatur dalam Peraturan Walikota.

seluruh

Daerali

( l )

(2 )

(3)

(4)
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Bagian Keempat
Penatausahaan Pengeluaran

Pasal 106

Setelah Penetapan Anggaran Kas, PPKD dalam rangka manajemen kas menerbitkan SPD
yang disiapkan oleh kuasa BUD untuk ditandatangani oleh ppKD;

Pengeluaran Kas atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPD atau dokumen lain yang
dipersamakan dengan SPD;

Penerbitan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan perbulan, pertriwulan, atau
persemester sesuai dengan ketersediaan dana;

Bendahara Pengeluaran wrijib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh
pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya:

Pengaturan lebih lanjut tentang sistem dan prosedur penatausahaan..p.ng.luurun Daerah
diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XI
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

Pasal  107

( 1) EStitas Pelaporan dan Entitas Akuntar-rsi menyelenggarakan Sistem Akuntansi Pemerintahap
Daerah;

(2) Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi' serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan dafta, pencatatan. pengikhtisaiap.
sampai.dengan pelaporan keuangan dalam iungt u pertanggungjawaban pelaksanaan ApBD
yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi kornputer:

(3) Entitas pelaporan melekat pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (ppKD);

(4) Entitas Akuntansi melekat pada masing-masing Satuan Ker.ia Perangkat Daerah (SKPD)
yang pelaksanaannya di lakukan oleh Pe.jabat Penatausahaan Keuarrgan (PPK) SKpD:

(5) Dalam rangka pertanggungiawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat
(2). entitas pelaporan menyusun laporan ke'uangan yang rneliputi:
a. Laporan realisasi anggaran;
b. Neraca;
c. Laporan arus kas; dan
d. Catatan atas laporan keuangan.

(6) Dalam rangka pertanggungiawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), entitas akuntansi menyusun laporan keuangan yang meliputi:
a. Laporan realisasi anggaran;
b. Neraca: dan
c. Catatan atas Laporan Keuangan.

(7) Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah sebagaimana dirnaksud pada ayat (l) ditetapkan
dengan Peraturan Walikota,

) l



BAB XII
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Bagian Kesutu
Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja

Pasal  108

(1) Kepala SKPD menyusun laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan
belanja SKPD sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya
disertai dengan prognosis untuk 6 (enanr) br.rlan berikutnya;

(2) Pejabat pengguna anggaran menyampaikan laporan realisasi semester pertama anggaran
pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis untuk 6 (enarn) bulan berikutnya kepada
PPKD sebagai Dasar Penyusunan Laporan Realisasi Semester Pertama APBD;

(3) PPKD menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dengan cara menggabr"rngkan
seluruh laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD paling
lambat minggu kedua bulan Juli Tahun Anggaran berkenaan dan disampaikan kepada
Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan keuansan Daerah.

Pasal 109

(l) Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya
sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 108 aya! (3) disarnpaikan kepada Walikota paling
lambat minggu ketiga bulan .luli Tahun Anggaran berkenaan untuk ditetapkan sebagai
Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan
berikutnya;

(2) Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya
sebagaimana dimaksud pada (ayat 1) disarnpaikan kepada DPRD paling lambat akhir bulan
Juli Tahun Anggaran berkenaan.

Bagian l{edua
Laporan Tahunan

Pasal  I  l0

( 1) PPK-SKPD menyiapkan laporan keuangan SKPD Tahun Anggaran berkenaan dan
disampaikan kepada kepala SKPD untuk ditetapkan sebagai laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan anggaran SKPD;

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksr-rd pada ayat ( I ) disampaikan kepada PPKD sebagai
Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Pentelintah Daerah;

(3) Laporan Keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
a. Laporan realisasi allggaran;
b. Neraca: dan
c. Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasa l  l l l

Laporan Keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilampiri dengan surat
pernyataan kepala SKPD bahwa Pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah
diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan Standar Akuntar-rsi
Pemerintahan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

r  Pasal  112

( I ) PPKD Menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan cara menggabungkan
laporan-laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal l l0 ayat (2) paling
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lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran berkenaan;

(2) Laporan Keuangan Pemerintah Daerali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan keuangan
Daerah dalam rangka memenuhi pertanggLulgjawaban pelaksanaan APBD;

(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l ) terdiri dari:
a. Laporan Realisasi Anggaran;
b. Neraca;
c. Laporan Arus kas; dan
d. Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri
dengan laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan BUMD/perusahaan Daerah ;

(5) Laporan ikhtisar realisasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dari
ringkasan laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota dan laporan kinerja interim di
lingkungan Pemerintah Daerah;

(6) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri
dengan surat pernyataan Walikota yang menyatakan pengelolaan APBD yang menjadi
tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang
memadai, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasa l  113

( 1) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud daiam pasal I 10 ayat (2) disampaikan oleh
Walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan paling
lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir;

(2) Walikota memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan
Pemerintah Daerah berdasarkan hasil pemeriksaan BPK.

Bagian Ketiga
t 

Penetapan Raperda Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD

'  
Pasal  1  14

(l) Walikota menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran
berakhir;

(2) Rancangan Peraturan Daerah tsntang pertanggungjawabah Pelaksanaan APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Laporan Keuangan yang meliputi Laporan
Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, catatan atas Laporan Keuangan, serta
dilarnpiri dengan laporan kinerja yang telah.diperiksa BPK dan ikhtisar Laporan Keuangan
Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Dabrah.

Pasal  l l5

(1) Apabila sarnpai batas waktu 2 (dua) bulan setelah penyampaian laporan keuangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal l13 ayat ( l).  BPK belum menyampaikan hasil
pemeriksaan, Walikota menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang
pertanggungiawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD;

(2) Rancangan peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lampiri  dengan
Laporan Realisasi Anggaran" Neraca. Laporan Arus Kas. catatan atas Laporan Keuangan,
dan Laporan Kinerja yang isinya sama dengan yang disampaikan kepada BPK.

I  Pasal  116

(1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) dirinci dalam Rancangan Peraturan
Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
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(2) Rancangan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilengkapi dengan
lampiran terdiri dari:
a. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran; dan
b. Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal  117

(l) Agenda Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal ll5 ayat (l) ditentukan oleh
DPRD:

(2) Persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD oleh DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitr"rng seiak Rancangan
Peraturan Daerah diterima. :

Pasal  I  l8

(l) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah wajib dipublikasikan;

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayar (l) adalah Laporan Keuangan yang
telah diaudit oleh BPK dan telah diundanskan dalam Lembaran Daerah.

Bagian Keempat
Evaludsi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan

APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD

Pasal  I  l9

( l) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang telah
disetujui bersama DPRD dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran
Pettanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebelum ditetapkan oleh Walikota paling larna 3
(tiga) hari kerja disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi;

(2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tidak sesuai dengan
kepentingan umum dan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Walikota bersarna
DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak
diterimanya hasil evaluasi.

BAB XIII
LAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA INTERIM

Bagian'Pertama
Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Pasal  120

( l) Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap Entitas Pelaporan wajib n"renyusurl
dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kineria;

\2) Entitas pelaporan adalah Pemerintah Daerah;

(3) Bendahara Umum Daerah dan Pengguna Anggaran dilingkungan Pemerintah Daerah
merupakan Entitas Akuntansi.
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( l )

(2 )

Bagian Keclua
Komponen Laporan Keuangan

Pasal  121

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri atas :
a, Laporan Realisasi Anggaran;
b. Neraca;
c. Laporan Arus Kas; dan
d. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun dan disaj ikan sesuai dengan Standar
Akuntansi Pernerintah :

(3) Laporan Realisasi Anggaran menyajikan realisasi pendapatan. belanja, dan pembiayaar.
yang diperbandingkan dengan anggarannya dan dengan realiasasi periode sebelumnya;

(4) Neraca rnenyajikan aset, utang, dan ekuitas dana yang diperbandingkan dengan periode
sebelumnya;

(5) Laporan Arus Kas menyajikan arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas
investasi Aset Non Keuangan, Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan. dan Arus Kas dari
Aktivitas Non Anggaran yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya'.

Bagian Ketiga
Penyusunan Laporan Keuangan

Pasal 122

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran menyusun Laporan
Keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Peralgkat
Daerah dan menyampaikan kepada Walikota dan ditembuskan kepada DPRD melalui
PFKDI

PPKD selaku BUD menyusun Laporan Keuangan Pemerintah yang disusun berdasarkan
Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta Laporan Pertanggungjawaban
pengelolaan perbendaharaan Daerah dan menyampaikan kepada wal ikota;

Laporan Keuangan Pertanggungjawaban disampaikan selambat - lambatnya 2 (dua) bulan
setelah Tahun Anggaran berakhir;

(4) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selanjutnya oleh Walikota disampaikan kepada
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Tahun
Anggaran berakhir;

Laporau Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, maka Walikota
memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap Laporan Keuangan
berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuar-rgan
Pemerintah Daerah serta koreksi lain berdasarkarr SAp:

Berdasarkan Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun Rancangan Peraturan Daerah tenLng
pertanggungj awaban pel aksanaan APB D;

Rancangan Peraturan Daerah mengenai Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan ApBD
disampaikan oleh Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selambat-lambatlya
6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir;

Rancangan Peraturan Daerah Laporan Pertanggungiawaban pelaksanaan APBD yang telah
disetujui oleh Dewan Perrwakilan Rakyat Daerah disampaikan kepada Gubernur.

( t )

(2)

(3)

(5 )

(6)

(7)

(8)
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Baginn Keempat
Laporan Kinerja

Pasal  123

(l) Laporan Kinerja berisi ringkasan tentang keluaran dari masing masing kegiatan dan hasil
yang dicapai dari masing masing program sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen
Pelaksanaan APBD;

(2) Bentuk dan isi Laporan Kinerja disesuaikan dengan bentuk dan isi Rencana Kerja dan
Anggaran sebagaimana ditetapkan pada Pasal 122;

(3) Bentuk dan isi Laporan Kinerja disesuaikan dengan bentuk dan isi Rencana Kerja dan
anggaran sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah;

(4) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran menyusun Laporan
Kinerja dan menyampaikan kepada Walikota;

(5) Laporan Kinerja disampaikan selambat-lanrbatnya 2 (dua) bulan setelah Tahun Anggaran
berakhir.

Bagian Kelima
Suplemen Laporan Keuangan

Pasal  124

(l) Laporan Keuangan dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah;

(2) Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah disusun oleh Walikota selaku Wakil
Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan;

(3) Bentuk dan isi dari ikhtisar Laporan Keuangan Perusahan Daerah berdasarkan pada
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia yang terkait;

(4) Perusahaan Daerah wajib menyampaikan :
a' Laporan Keuangan Perusahaan Daerah yang belum diaudit kepada Pejabat Pengelola

Keuangan Daerah selambat-lambatnya 2.5 (dua setengah) br"rlan setelali Tahun
Anggaran APBD berakhir; dan

b. Lapbran Keuangan Perusahaan Daerah yang telah diaudit kepada Pejabat Pengelola
Keuangan selambat-lanrbatnya 5,5 (lima setengah) bulan setelah Tahun Anggaran
APBD berakhir.

Bagian l(eenam
Laporan Keuangan dan Kinerja Interim

purui tzs

(l) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pengguna Anggaran menyampaikan
Laporan Keuangan dan Kinerja lnterim setiap Triwulan kepada Walikota dan dilarnpiri
dengan Laporan Keuangan dan Kinerja Interim atas pelaksanaan kegiatan Dana
Dekonsentrasi / Tugas Pembantuan;

(2) Satuan Keria Perangkat Daerah yang menjadi pelaksana kegiatan Dana Dekonsentrasi
nienyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan dan Kinerja;

(3) Laporan Keuangan dan Kineria atas pelaksanaarl Dana Dekonsentrasi disampaikan kepada
Walikota dan Pimpinan Lernbaga Terkait;

(4) Walikota menyiapkan L-aporan Keuangan dan Kinerja Gabungan berdasarkan laporan yang
diterima dari satuan lCer.ia perangkat Daerah yang menjadi pelaksana kegiatan Dana
Dekonsentrasi dan selanjutnya menyampaikan kepada Menteri/Pinrpinan Lembaga terkait;

(5) Laporan Keuangan dan Kinerja atas pelaksanaan kegiatan Dana Dekonsentrasi dilampir(a1
pada laporan pertanggungjawaban pelaksanaan ApBD.
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Bagian Ketujuh
Laporan Pertanggungiawaban Bendahara

Pasal 126

(1) Bendahara penerimaan/pengeluaran wajib menatausahakan dan menyusun Laporan
Pertanggungjawaban atas uang yang dikelolanya dalam rangka pelaksanaan APBD;

(2) Laporan Pertanggungjawaban Bendahara yaitu menyajikan infbrmasi tentang saldo awal,
penambahan, penggunaan, dan saldo akhir uang persediaan yang dikelolanya dalam suatu
periode;

(3) Laporan Pertanggungiawaban Bendahara disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah.

BAB XIV
PENGENDALIAN DEFISIT DAN PENGGUNAAN SURPLUS APBD

Bagian Pertamr
Pengendalian Defisit APBD

Pasal  127

Dalam hal APBD diperkirakan defisit,ditetapkan sumber sumber pembiayaan untuk menutupi
defisit tersebut dalam Peraturan Daerah tentans APBD.

Pasal 128

(l) Sumber Pembiayaan untuk menutup defisit APBD bersumber dari :
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran ( SiLPA);
b. Dana Cadangan;
c., Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
d. Penerimaan Kembali pemberian Piniaman; dan
e. 

'Pinjaman 
Daerah.

(2) Batas Maksimal defisit APBD tidak termasuk :
a. Defisit yang dibiayai dari SILPA; dan
b, Defisit yang dibiayai dengan pencairan Dana Cadangan,

Pasal 129

(l) Pemerintah Daerah Wajib melaporkan posisi defisit APBD kepada Menteri Keuangan dan
Menteri Dalam Negeri paling lambat 1(satu) bulan setelah APBD ditetapkan;

(2) Pemerintah Daerah yang melakukan perubahan APBD, Waiib melaporkan posisi defisit
APBD paling lambat I (satu) bulan setelah APBD perubahan ditetapkan.

Bagian l{edua
Penggunaan Surplus APBD

asal  130 .

Dalam hal APBD diperkirakan Surplus, penggLlnaannya ditetapkan daiam Peraturan Daerah
tentang APBD.

Pasal  131

Penggunaan Surplus Apgrn diutamakan untuk pengurangan utang, pembentukan dana
cadangan, dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial,
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PENGELoLAAN KEKAYABit JI"*' DAN KEwAJIBAN

Bagian Pertsma
Pengelolaan Kas Umum Daerah

Pasal  132

Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran Daerah dilaksanakan melalui rekenins Kas
Umum Daerah,

Pasal  133

(l) Dalam Rangka Pengelolaan L.lang Daerah. PPKD mernbuka Rekenins Kas L]mum Daerah
pada Bank yang ditentukan oleh Walikota;

(2) Dalam Pelaksanaan Operasional penerimaan dan pengeluaran Daerah,kuasa BUD dapat
membuka rekening penerimaan clan rekening pengeluaran pada Bank yang ditetapkan oieh
Walikota;

(3) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pacla ayat
penerirnaan Daerah setiap hari'

(4) Sald' rekeni'g penerimaan sebagaimana dir'aksrrd ayal
disetorkan seluruhnya ke Rekenir-rg Kas LJmum Daerah;

(5) Rekening pengeluaran pada bank sebagaimana'yang ciimaksud pada ayat (2) diisi dengal
dana yang bersumber dari Rekening Kas Ijmunr Daerah;

(6) Jumiah dana yang disediakan pada rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) disesr"raikan dengan rencana pengeluaran untuk menrbiayailegiatan pemerintalian yang
telah ditetapkan dalam ApBD.

.  
Pasal  134

Pemerintah Daerah berhak tnemperoleh bunga clan / atau jasa giro atas dana yang disimpan
padh bank umum berdasarkan tingkat suku bunga dan/atau jasa giro yang beriaku;
Bunga.dan I ataujasa giro yang diperroleh Perrerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada
a),at (l) merr.rpakau Pendapatam Asji Daerah.

Pasal  135

Biaya sehubungan dengan pelayarran yang diberikan oleh bank unrum didasarkan pada
ketentuan yang berlaku pada bank umunr yang bersangkutan;
Biaya sebagainiana dimaksr-rd pacla ayat ( l) cl ibebankan pacla Belania Daerah.

Bngian lkducr
Pengelolaan Piutang I)aerah

Pasal  136

Setiap Pejabat yang diberi kuasa untuk meng-elola pendapatan, belanja, dan kekayaan
Daerah walib'mengusahakan agar setiap Riutifig Daerah diselesaikan seluruhnya dengan
tepat r.vaktu;

Pemerintah L)aerah rnernpunyai hak menrJaliului atas piutang jenis tertentu sesuai dengan
peraturan perundang undangan ;
Piutang Daerah 1''ang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu, diselesaikan
menurut Peraturan perurfdang-undangan;

Penyelesaian Piutang. Daerah sebagai akibat hubungan keperdataan dapat dilakukan
melalui perdamaian. kecuali mengenai piutang Daerah yung cara penyelesaiannya sesuai
dengan ketentuan Perur-ldang undangan.
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(2) digunakan untuk menampung

(2) setiap akhir hari kerja wajib

(r)

(2)

(1 )

(2)

( l )

{2)
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Pasal 137

(1) Piutang Daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan, kecuall
mengenai Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan
Perundang undangan;

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang menyangkut piutang
Pemerintah Daerah ,ditetapkan oleh :
a. Walikota untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).
b, Walikota dengan persetujuan DPRD untuk.iumlah lebih dari Rp, 5.000.000.000.00 (l ima

mil iar rupiah).

Bagian Ketigo 
:

Pengelolaan Investasi Daerah

Pasal 138

Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk
memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Pasal 139

(l) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada Pasal 138 merupakan investasi yang
dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untulf dimiliki selama l2 (dua belas) bulan atau
kurangl

(2) Investasijangka panjang sebagaimana dimaksud pada Pasal 138 merupakan investasi yang
dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 Gua belas) bulan.

Pasal 140

(l) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada Pasal 139 ayat (2) terdiri dari
investasi perrnanen dan non permanen.;

(2) lnvestasi permanen sabagaimana dimaksud pada ayat (l) dimaksudkan untuk dimiliki
secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjual belikan atau tidak ditarik kembali;

(3) Investasi non permanen sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk
dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjual belikan atau ditarik
kembal i .

Bagiun Keentpat
Pengelolaan Barang Daerah

t

Pasal  l4 l

Ketentuan mengenai Pengelolaah Barang Milik Daerah diatur dengan peraturan Daerah tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Bagian Kelima
' Pengelolaan Dana Cldangan

Pasal  142

( I ) Dana Cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan Pemerintah
Daerah yang dikelola BUD;

(2) Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar
yang telah ditetapkan dalam peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan;

(3) Prograrn dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan peratlrran Daerah sebagaimar'ra
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dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk
melaksanakan program dan kegiatan;

(4) Untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dana
cadangan dimaksud terlebih dahulu dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah;

(5) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksLrd pada ayat (4) paling tinggi sejumlah pagu dana
cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalanr Tahun
Anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalant peraturan Daerah tentang
pembentukan dana cadangan;

(6) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan surat perintah
peniindahbukuan oleh kuasa BUD atas persetujuan PPKD;

(7) Dalam hal program dan kegiatan sebagairnana dimaksud pada ayat (3) telah selesai
dilaksanakan dan target kinerjanya telah tercapai. rnaka dana cadangan yang rnasih tersisa
pada rekening dana cadangan, dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah;

(8) Dana cadangan yang diberrtuk dapat bersurnber dari penyisihan atas penerimaan Daerah
kecr.rali DAK, pinjaman Daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk
pengeiuaran tertentu berdasalkan Peraturan Perr-rndang undangan;

(9) Posisi dana cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan
pertanggllngjawaban APBD.

Bogian l{eensnt
Pengelolaan Utadg Daerah

Pasal 143

( I ) Kepala Daerah dapat mengadakan utang Daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
dalam Peraturan Daerali tentang APBD;

(2) PPKD menyiapkan rancangan peraturan Kepala Daerah tentang pelaksanaan pinjaman
Dabrah;

(3) Biaya berkenaan dengan pinjaman Daerah dibebankan pada Anggaran Belanja Daerah .

Pasal  144

(1) Hak tagih mengenai utang atas beban Daerah kadaluwarsa setelah 5 (lima) Tahun se.iak
utang tersebut jatuh tempo, kecuali  ditetapkan lain oleh undang undang;

(2) Kadaluwarsa sebagaimana yang dirnaksud pada ayat (l) tertunda apabila pihak yang
berpiutang mengajukan tagihan |ispada Daerah sebelunr berakhin-rya masa kadalr-rwarsa;

(3) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (l) tidak berlaku untuk pembayaran
kewajiban bunga dan pokok pinjaman Daerah.

Pasal 145

Pinjaman Daerah bersumber dari :
a. Pernerintah;
b. Pemerintah Daerah lain;
c. Lernbaga Freuangan bank:
d. l.embaga Keuangan bukan bank; dan
e. Masyarakat.

Pasal 1,45

(l) Penerbitan obligasi Daerah ditetapkan clengan peraturan Daerah setelah mendapat
persetujuan dari Menteri Keuangan;

(2) Persetujuan Menteri Keuangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (l) dilakukan setelah
memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri:
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(3) Peraturan Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sekurang kurangnya
mencakup jumlah dan nilai nominal obligasi Daerah yang akan diterbitkan;

(4) Penerimaan hasil penjualan obligasi Daerah dianggarkan pada penerimaan pembiayaan;

(5) Pembayaran bunga atas obligasi Daerah dianggarkan pada belanja bunga dalarn anggaran
belanja Daerah.

Pasal 147

Pinjaman Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan Pemndang undangan.

BAB XVI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGBLOLAAN KEUANGAN DAERAH

Ilugiorr Pertama
Pernbinaan dan Pengawasan

.  Pasal  148

(1) DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Daerah tentang APBD;

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) bukan pemeriksaan tetapi pengawasan
yang lebih mengarah ulltuk menjarnin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam
peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal  149

Pengawasan Pengelolaan keuangar-r Daerah berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-
undangan.

t Bngian Keduct
Pengendalian Intern

Pasal  150

(1) Dalam rangka meningkatkan kinerja transparailsi dan akuntabilitas Pengelolaan keuangan
Daerah, Walikota nrengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern;

(2) Pengendalian intern sebagainiana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses yang dirancang
untuk memberikan keyakinan )/ang menraclai mengenai pencapaian tujuan Pemerintah
Daelah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi dan ef-ektivitas
pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuirinya Peraturan perundang-undangan;

(3) Pengendalian intern sebagaimana dirnaksud,pada ayat (2) sekurang-kurangnya memenuhi
kriteria sebagai berikut:
a, terciptanya lingkungan pengendalian yang sehat:
b, terselenggaranya penilaian resiko;
c. terselenggaranya aktivitas pengencial ian;
d, terselenggaranya sistem infbrmasi dan kornunikasi; dan
e. terselenggaranya kegiatan pemantauan pengendalian,

(4) Penyelenggaraan pengendalian intern sebagaimaha dimaksud pada ayat ( l) lebih lanjut
diatur dalam peraturan Walikota.

Bngian Ketiga
Pemeriksaan Ekstern

t  
nasal  l5 l

Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Daerah dilakukan oleh BPK
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

41



BAB XVII
PENYELESAIAN KERUCIAN DAERAH

Pasal  152

(1) Setiap kerugian Daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian
seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

(2) Bendahara. Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara, atau Pejabat lain yang karena
perbuatannya meianggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya
secara langsung merugikan keuangan Daerah, wajib mengganti kerugian tersebut;

(3) Kepala SKPD dapat segera rnelakukan tuntutan ganti rugi" setelah mengetahui bahwa dalam
SKPD yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun;

(4) Tata cara penyelesaian ganti kerugian Daerah terhadap bendahara diatur berdasarkan
peraturan perundang-unciangan yang bertraku.

Fasal  153

(l) Kerugian Daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala SKPD kepada
Walikota dan diberitahukan kepada BPK paling lama 7 (tulLrh) hari ker.ja setelah kerugian
Daerah itu diketahui;

(2) Segera setelah kerugian Daerah tersebut diketahui, kepada bendahara, pegawai negeri sipil
bukan bendahara, atau Pejabat lain yar-rg nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan
kewajibannya sebagaimana dimaksud daianr Pa'sal 152 segera dimintakan surat pernyataan
kesanggupur dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan
bersedia mengganti kerr.rgian Daerah dirnaksud;

(3) .lika surat keterangan tanggr-ing jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atar"r tidak dapat
menjamin per-rgembalian kerugian Daerah. Walil<ota segera mengeluarkan surat keputusan
pembebanan penggantian kerugian sernentara kepada yang bersangkutan.

Pasal  154

( l) Ketentuan penyelesaian kerr"rgian Daeralr sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini
berlaku pula untuk uang dan/atau barang bLrkan mil ik Daerah, yang berada dalam
pengLlasaan bendaherra, Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara, atau Pejabat lain yang
di gunakan dal am pen,ve I en gga raarl tu gas Pemerintahan ;

(2) Ketentuan penyelesaian kerugian Daerah dalam Peraturan Daer4h ini berlaku pula untuk
pengelola perusahaan Daerah dan badan-baCan lain l,ang menyelenggarakan pengelolaan
keuangan Daerah, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan perundang-undangan tersendiri.

Pasal 155

(1) Pengenaan ganti kerugian Daerah terhadap berrdahara ditetapkan oleh BPK;

(2) Apabila dalam pemeriksaan kerugian Daerah cl i temukan unsur pidana, BPK
menindaklanjutinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal  156

Pengenaa.n ganti hen"rgian Daerah terhaciap pega'',vai negeri sipil bukan bendahara ditetapkan
oleh Wal ikota.

Pasa l  I 57

Ketentuan lebih lanjut nre?rgenai tata cara tuntutan ganti kerugian Daerah diatur dengan
Peraturan Walikota.
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BAB XVUI
KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal  158

Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD berpedoman pada Peraturan Perundang-
undangan.

BAB XIX
KED UDU IiAN KEUANGAN W ALTKOTA/WAKIL WALIKOTA

Pasal  159

Kedudukan keuangan Walikota/Wakil Walikota berpedoman pada Peraturan perundang-
undangan,

PENGEI,OLAAN KEUANGu*Ufffil LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal  160

(1) Walikota dapat menetapkan SKPD atau unit.kerja pada SKPD yang tugas pokok dan
fungsinya bersif.at operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum ;

(2) Pelayanan uffrum sebagaimana dirnaksud pada ayat (l ), berhubr:ngan dengan :
a. penyediaan barang dan/ atau jasa lavanan umum untuk meningkatkan kualitas dan

kuantitas pelayanan masyarakat;
b. pengelolaan wilayah/ kawasan tertentu untuk tr-rjuran meningkatkan perekonomian

masyarakat atali iayanan umum, dan/ atar,r
cl pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi darV atau pelayanan

kepada masyarakat;

(3) Penyediaan barang dan/ atau jasa layanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
a dipriqritaskan antara lain pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan, pengelolaan limbah,
pengelolaan pasar, pengeloiaan terminnl, pengelolaan obyek rvisata daerah, dana
perumahan, rumah susun sewa.

Pasa l  l 6 l

Dalam menyelenggarakan dan meningkatkan layanan kepada masyarakat sebagaimana
dimaksud dalam pasal 160 ayat (1). SKPD atau unit keria pada SKPD yang menerapkan PPK-
BLUD diberikan t leksibi l i tas dalam Pengelolaan keuangan,

Pasal  162

(1) BI-UD dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka
memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidr-rpan bangsa;

(2) Kekayaan BLUD nrerupakan kekayaan Daerah ,yang tidak dipisahkan serta dikelola dan
dimantaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLUD yang bersangkutan.

Pasal 163

Pedoman teknis mengenai pola Pengelolaan keuangan BLIJD, diatur lebih lanjut oleh Walikota
dengan berpedoman pada Beraturan perundang-undangan.
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BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 164

Selama belum dibenhrk lembaga yang melaksanakan fungsi SKPKD, maka fungsi pengelolaan
Pendapatan Daerah dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah, fungsi pengelolaan belaqia
dan penerimaan pembiayaan Daerah serta pengeluaran pembiayaan Daerah dilaksanakan oleh
Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah, dan fungsi Pengelolaan Aset Daerah dilaksanakan
oleh Bagian Perlengkapan pada Sekretariat Daerah, fungsi pengelolaan investasi Daerah
dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah.

Pasal 165

Pada saat peraturan Daerah ini berlaku, maka peraturan yang mengatur hal yang sama
sepanjang belum dicabut dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap
berlaku.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal lfi6

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004
tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Makassar Tahun 2004 Nomor 20 Seri A Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 167

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalarn Lembaran Daerah Kota Makassar.
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR

NOMOR TAHUN 2OO9

TENTANG

POKOK-POKOK PENGELOLAAN I(EUANGAN DAERAH

A. Umum

Dalam rangka pelaksanaan kerveneLngan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam
Undang-Undang Nomor 32 fahun 200t1 tentang Pemerintahan Daerah yang dikuti dengan
perimbangan keuangan antara Pemerintzrh Pusat dan Pernerintahan Daerah sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 33 Talnur 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah timbul hak dan kewajiban Daerah yang dapat
dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem Pengelolaan keuangan Daerah .
Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud merupakan subsistem dari sistem
Pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan
pemerintahan Daerah.

Selain kedua Undang-Undang tersebut diatas, terdapat beberapa Peraturan perundang-undangan
yang menjadi acuan Pengelolaan keuangan Daerah yang telah terbit lebih dahulu. Undang-
undang dimaksud adalah Undang-Undang }.lomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendahataanNegara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemerii<saan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan UU Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Pereneanaan Pembangunan }riasional.

Berdasarkan pernikiran sebagaimana diuraikan diatas maka pokok-pokok muatan Peraturan
Daerah ini mencakup :

l. Perencanaan dan Pcnganggaran

Pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan agar seluruh proses penyusunall APBD
semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusarr dalam
penetapan arah kebijakan umurn, skala prioritas dan penetapan alokasi ser.ta distribusi
sumber daya dengan melibatkan partisipasi masayarakat. Oleh karenanya dalarn proses dan
mekanisme penyusunan APBD yang diatur dalam Peraturan Daerali ini akan memperjelas
siapa bertanggung jawab apa sebagai landasan pertanggungjawaban baik antara eksekutif
dan DPRD, maupun di-iniernal eksekutif itu sendiri.

Oleh karena itu, untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran, maka
dalam pel'encanaan anggaran perlu diperhatii<an (1) Penetapan secara jelai tujuan dan
sasaran, hasil dan manfaat, sertn indikator kindrja yang ingin dicapai; (2) penetapan
prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja. serta penetapan La.gu satuan yang
rasional.

Aspek penting lainnya yang diatur rlalarn Peraturan Daerah ini adalah keterkaitan antara
kebijakan @olicy), perencanaan Qtlanning) dengan penganggaran (bu.dger) oleh Pemerintah
Daerah, agar sinkron derigan berbagai kebijakan pemerintah seliingga tidak menimbulkan
tumpang tindih pelaksanaan program dan kegiatan oleh pernerintah pusat delgan
pemerintah Daerah.
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2.

Proses selanjutnya Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD disertai penjelasan dari dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk
dibahas dan disetujui. APBD yang disetu.iui DPRD ini terinci sampai dengan unit
organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. .lika DPRD tidak menyetujui
Rancangan Perda APBD tersebut, untuk membiayai keperluan setiap bulan Pemerintah
Daerah dapat melaksanakan pengeluaran l)aerah setinggi-tinginya sebesar angka APBD
Tahun Anggaran sebelumnya dengan prioritas untuk belanja yang mengikat dan wajib.

Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah
Walikota selaku pemegang kekuasaan penyelenggaraarr Pemerintahan Daerah adalah juga

pemegang kekuasaan dalarn Pengelolaan keuangan Daerah. Selanjutnya kekuasaan tersebut
diiaksanakan oleh Kepala Satuan Keqja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah dan dilaksanakan oleh satuan ker"ja perangkat Daerah selaku
Pe.iabat Pengguna Anggaran,'Bararlg Daerah di bawah koordinasi Sekretaris Daerah.
Pemisahan ini akan memberikan kejelasan dalam penrbagiarr wewenang dan tanggung
jawab. terlaksanan),a ruekanisme check,.s' and bctlance,t serta untuk mendorong upaya
peniugkatan
prof.esionalisme dalarn penyelenggaraan tllgas pemerintahan.
Dana 1,'ang tersedia harus dimanfaatltan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan
peningkatan pelayanan dan keseiahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat.

Perubahan APBD dimLrngkinkan jika terjadi perkembangan yang 
'iiOat< 

sesuai dengan
asumsi kebijakan umum APBD, terdapat keadaan yaug nlenyebabkan harus dilakukan
pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, serta
terjadi keadaan yang rnenyebabkan saldo anggaran lebih Tahun sebelumnya harus
digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan. Selain itu dalam keadaan darurat
Pemerintah Daerah dapat nrelakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang
selaniutnya diusulkan dalanr rancangan pen"rbahan APBD dan/atar-r disampaikan dalam
Laporan Realisasi Anggaran.

Pqrtanggungj awaban Keuangan Daerali

Pengaturan bidang akuntansi dan pelaporan 'Jilakukan dalam rangka untuk menguatkan
pilar akuntabilitas dan transparansi. Dalam rangka Pengelolaan keuangan Daerah yang
akuntabel datr transparan. Pemerintah Daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban
berupa (1) L.aporan Reaiisasi Anggaran, (2) Neraca, (3) Laporan Arus Kas, dan (4) Catatan
atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan climaksucl disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
Sebelum dilaporkan kepada nrasyarakat nrelalui DPRD. laporan keuangan perlu diperiksa
terlebih dahulu oleh BPK, Fungsi pemeriksaan merupakan salah satu fungsi manajemen
sehingga tidak dapat dipisahkan dari mana.iemen keuangan Daerah. Berkaitan dengan
pemeriksaan telah ci ikeluarkan UU Nonrol I5 Tahun2004 tentang Penreriksaan.

Sementara itu sister-n dan prosedur Pengelolaan keuangan Daerah secara rinci ditetapkan
dalam Peraluran Walikota. Dengan upaya tersebut, diharapkan Daerah didorong untuk
lebih tanggap. kreatif dan manrpu rnengarnbil inisiatif dalam perbaikan dan pemutakhiran
sistem dan prosedurnya serta meninjau kembali sistem tersebut secara terus menerus dengan
tujuan memaksimalkan efisiensi tersebut berdasarkan keadaan. kebutuhan dan kemampuan
Daerah Dalam kerangka otonomi. Pemerintah Daerah dapat mengadopsi sistem yang
disarankan oleh pernerintah sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya, dengan tetap
nremperhatikan standar dan pedoman yang ditctapkan.

B. Pasal Demi Pasal

Pasal I
Cukup jelas.
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Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Ayat  ( l )

Tertib adalah bahwa keuangan Daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang
didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Taat pada Peraturan perundang-undangan adalah bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah
harus berpedoman pada Peraturan perundang-undangan.

Efisien merupakan pencapaian kelualan yang rnaksimum dengan masukan tertentu
atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

Ekonomis merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu
pada tingkat harga yang terendah.

Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu
dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

Transparan merupakan prinsip
mengetahui dan mendapatkan
Daerah.

Bertanggung .iawab merupakan perwr"rjudan kewajiban seseorang untuk
mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan
pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan
yang telah ditetapkan.

Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau
r keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyekif.

' 
,Kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan
proporsional.

Manfaat untuk masyarakat adalah bahwa keuangan Daerah diutamakan untuk
pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Ayat (2) ; ,,
Cukup ielas.

Pasal 5
Ayat ( l )

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a .

Yang dimaksud dengan koordinator adalah terkait dengan peran dan fungsi
seketaris Daerah nrembantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan
mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah termasuk
Pengelolaan Keuangan Daerah ,

Huruf b
Cukup Jelas. r

Huruf c
Cukup Jelas

keterbukaan yang rnemungkinkirn masyarakat untuk
akses infbrmasi seluas-luasnya tentang keuangan
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Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat  ( l )
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a

Tim anggaran Pemerintah Daerah mempunyai tugas menyiapkan dan
melaksanakan kebijakan kepala Daelah dalarn rangka penyusLrnan APBD yang
anggotanya terdiri dari Pejabat perencana Daerah, PPKD dan Pejabat lainnya
sesuai dengan kebutuhan.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup je las,

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Clukup jelas.

Pasal l0

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

I{uruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas. ,

Huruf f
Cukup jelas.

5 5



Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Hurufj
Ut*g piutang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini adalah sebagai akibat yang
ditimbulkan dari pelaksanaan DPA-SKPD. I

Huruf k I

Cukup jelas.

Huruf I
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Huruf n
Cukup jelas.

Huruf o
Cukup jelas.

Pasal I I
' Cukup jelas.

t'

Pasal l2
t

Ayat (l)
Penunjukan PPTK sebagaimana dimaksud dalam ayat ini melalui usulan atasan langsung
yang.bersangkutan.

Ayat (2)
Huruf a ;.

Cukup Jelas.

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Yang dimaksud dokumen anggaran adalah baik yang mencakup dokumen
administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi terkait dengan persyaratan
pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Ayat (3) .
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.
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I Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (l)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Fungsi otorisasi rnengandung arti bahwa anggaran Daerah menjadi dasar .untuk
rnelaksanakan pendapatan dan belanja pada Tahun yang bersangkutan; 

; i
Fungsi perencanaan rnengandung arti bahwa anggaran Daerah menjadi pedoman bagi
rnanajemen dalam meirencanakan kegiatan pada Tahun yang bersangkutan,

Fungsi pengawasan nrengandung arti bahwa anggaran Daerah menjadi pedoman untuk
rnenilai apakah kegiatrln penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan
yang telah ditetapkan;

Fungsi alokasi mengandung arti balrwa anggaran Daerah harus.diarahkan untuk
. menciptakan lapangan kerja / mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber duyu,

serta fi eningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian;

Fungsi distribusi rnengandung arti bahria kebijakan anggaran Daerah lrarus
memperhatikan rasa k.eadilan dan kepatutan;

Fungsi stabilisasi merngandung arti bahwa anggaran Pemerintah Daerah menjadi alat
untuk memelihara da,n' mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah .

Ayat (4)

,Cukup jelas.

I'

Paspl I l
, Cukup jelas.

Pasal 18.
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas. I

Pasal 2l
Cukup jelas.

Pasal 22
A y a t  ( l )  r

Yang dimaksud den gari "ekuitals dana lancar" adalah selisih antara aset lancar dengan
kewajiban jangka pe ndek.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

I r :' i i
I I

r i l
l : l
i
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Cukup jelas'

Pasal24
Yang dimaksud dengan lain-lain
pemerintah seperti dana bagi hasil
khusus.

Pasal 25
Ayat (l)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27

pendapatan Daerah
pajak dari Provinsi

yang sah adalah Yang ditetaPkan

ke kabupaterlkota dan dana otonoml

Huruf a
Hibah sebagaimana dimaksud adalah penerimaan Daerah yang berasal dari pemerintah

negara asing, badarVlembaga uting. badan/lembaga 
- 

iniernasional' pemerintah'

badan/lembaga dalam negeri atau perorlngan, baik dalam. bentuk devisa, rupiah maupun

,.barang dan/atau jasa, tJrmasuk tenagu infi dan pelatihan yang tidak perlu dibayar

\embali '  
,,^+,,L *o--o.ooqrkan nemberian ur 

'Na 
kepada

Hlbah digunakan untuk menganggarkan pemberian .uang/barang 
atau Jt

pemerintah atau Pemerintah nu.*tt lainnya' perusahaan Daerah ' masyarakat dan

organisasi kemasyarakatan, yang secara spesihk tilah ditetapkan peruntukannya' bersifat

tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus'

Huruf b :

Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas. , '

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas. 

'

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal29
Ayat ( l) '

Yang'dimaksud dengan "urusan wajib" dalam ayat ini adalah urusan yang sangat

mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang waiib

diselenggarakin oleh Pemerintah Daerah'
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Yang dimaksud dengan urusan yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang
secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteran masyarakat sesuai
dengan kondisi, kekhasan, dan potensi keunggulan Daerah yang bersangkutan, antara lain
pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan, perhutanan, dan pariwisata.

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas. 

i
l

Pasal 3 I
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

. a

Pasal 33

, Cukup.ielas.
i r

i Pasal 34
Cukup jelas,

;

i Pasal 35
: ,  

/ - - - 1 . - - - ^ : ^ l ^ -Cukup jelas.

I

i 
tutu',luuuuo 

ieras.

Pasal 37
Ayat (1)

^ r 'LUKUp Jeras

Ayat (2)
Selektif diartikan rnempertimbangkiir bahwa yarrg akan dibeiikan hribah sebagaimana
dirnaksud pada ayat ( I ) melalui seleksi dan memenuhi kriteria yang penetapannya rnelalui
keputusan Walikota.

Ayat  (3)  ' "

Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas. / '

Pasal 40
Ayat  ( l )

Cukup jelas
I

Ayat (2)
Selektif diartikan mempertimbangkan balrwa yang akan d iberikan bantuan Sosial
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui seleksi dan ,nemenuhi kriteria yang

,i

l i
I
I
I

l ' -



Penerima bantuan sosial dalam Tahun Anggaran berjalan diharapkan tidak diberikan lagi
pada Tahun Anggaran berikutnya sehingga pada saat penrberian bantuan betul-betul dapat
dimanfaatkan untuk beberapa Tahun kedepan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Ayat (l)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 43

Ayat ( l )
Cukup jelas.

Ayat (2)
' ,  Cukup jelas

Ayat'(3)
Batas minimal kapitalisasi ditentukan berdasarkan kriteria besaran angka yang akan
dijadikan patokan dalam penentuan jumlah anggaran yang dijadikan dasar dalam
pengakuan sebagai belanja modal. Penr:ntuan jumlah angka dan kriteria ini diatur dalam
keputusan Walikota dalam bentuk kebijakan akuntansi.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45 :
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47 .
Cukup jelas.

Pasal 48
Ayat (l )
a. Sisa lebih perhitungan anggaran Ta hun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sebagaimana

dimaksud mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana
perimbangan, pelampauan peneriroaan lain-lain pendapatan Daerah yang sah,
pelampauan penerimaan pembiayaa n, penghematan belanja, kewajiban kepada Pihak
Ketiga sampai dengan akhir Tahun b :lum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.



d.

b . Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud digunakan untuk menganggarkan
pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum Daerah
dalam Tahun Anggaran berkenaan. .lr-rmlal-r yang dianggarkan yaitu sesuai dengan
jumlah yang telah ditetapkan dalarn Peraturan Daerah tentang pembentukan dana
cadangan berkenaan. Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana
cadangan ke rekening kas umum Daerah sebagaimana dimaksud dianggarkan dalam
belanja langsung SKPD pengguna clana cadangan berkenaan. kecuali diatur tersendiri
dalam Peraturan perundang-undangan.

Hasil penjualan kekayaan Daerali yang dipisahkan digunakan antara lain untuk
menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik Daerah /BUMD dan penjualan aset
milik Pernerintah Daerah yang dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga. atau hasil
divestasi penyeftaan modal pemerintah Daerah

Penerimaan pinjaman Daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman
Daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi Daerah yang akan direalisasikan
pada Tahun Anggaran berkenaarr.

Pemberian pinjanian cligunakan untuk menganggarkan pir:riaman yang diberikan kepada
penlerintah pusat daniatau.Pemcrintah Daerah lainnya. Pr:nerimaan kembali pemberian
pinjaman digunakan untuk rneirganggarkan posisi penerinraan kembali pinjaman yang
diberikan kepada penrerintah pu:;at dan/atau Pemerintah Daerah lainnya,

Penerimaau piutang r.ligunakan untuk nte)nganggarkan penerrimaan yang bersumber dari
pelunasan piutang fihak ketiga, seperti berupa penerirnaan piutang Daerah dari
pendapatan Daerah, Pemerintah, Pemerintali Daerah lain, Lembaga Keuangan Bank,
lembaga keuangan bukan bank dan penerimaan piutang lainnya.

Ayat (2)
a. Cukup Jelas.

b. Investasi Pemerintah Daerah digunakan untuk mengangg,arkan kekayaan Pernerintah' 
Daerah yang di investasikan ba.ik dalam.jangka pendek nl*,pun.jangkapanjang.

'lnvestasi 
.iangka pendek merupakan inve stasi yang dap at segera diperjualbelikan/

dicairkan, ditujukarr dalam rangka nianajemen kas dan beir:esiko rendah serta dimiliki
selama kurang dari 12 lduabelas) bulan.
Investasi jangka pendek mencakup deposito beriangka wirktu 3 (tiga) bulan sampai
dengan 12 (duabelas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis, pembelian Surat
Utang Negara (SUN), Sert i f ikat Bank Indonesia (SBI) clan Surat Perbendaharaan
Negara (SPN).
Investasi jangka panjang merupakan investasi yang dimaksu,Ckan untuk dimiliki lebih
dari 12 (duabelas) bulan yang terdiri dari investasi permanen dan non permanen.
Investasi jangka panjang antara lain sr-rrat berharga yang di beli Pemerintah Daerah
dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pt:mbelian surat berharga
untuk nrenambah kepemilikan ntodal saham pada suatu badarr usaha, surat berharga
yang dibeli Pernerintah Daerair untuk tu.ir"ran meniaga hubungzur baik dalam dan luar
negeri, surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicair,kan dalarn nremenuhi
kebutuhan kas jangka pendek.
lnvestasi permalten bertLrjuan untul< dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk
diperjualbelikan atar"r tidak ditarik" l<embali. sepefti kerjasama Daerah dengan Pihak
Ketiga dalam bentuk penggunalrsahaan/perlianf'aatan aset Daerah , penyertaan nrodal
Daer:ah pada BIJN{D dan/atau L'arlan usaira lainnya dan investasi permanen lainnya
yang dimiliki Pemerintah Daerah untuk ntenghasilkan pendapatan a tau meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat.
Investasi non permanen bertujtran untuk dimiliki secara tidak berker'anjutan atau ada
niat untuk diperjualbelikan ata"r ditarik kembali. seperti pembelian otlligasi atau surat
utang jangka panjahg yang di.rial,rsudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal .iatuli
tempo, dana yang disisihl<an Pemerintah Daerah dalam ranp;ka pelayanan/
pemberdayaan masvarakat st:perti bantuan modal keria, pembentukan dana secara
bergulir kepada kelompok rrasyarakat. pemberian fasilitas pendanaar kepada usaha

6 l



mrKfo oan menengan.
Investasi Pemerintah Daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan
dalam Tahun Anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang',,u 
l,'ll".1r: T11*Till:'p:*T1,l5i:::',::1Y:"1"j':1tr)::*'
Divestasi Pemerintah Daerah dianggarkan dalam penerimaan pembiayaan pada jenis

' hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
Divestasi Pemerintah Daerah yang dialihkan untuk diinvestasikan kembali
dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan pada jenis penyertaan modal (investasi)
pemerintah Daerah.
Penerimaan hasil atas investasi Pemerintah Daerah dianggarkan dalam kelompok
pendapatan asli Daerah pada jenis hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

I

dipisahkan.
lnvestasi Daerah jangka pendek dalam bentuk deposito pada bank umum dianggarkan
dalam pengeluaran pembiayaan pada ienis penyertaan modal (investasi) pemerintah
Daerah.
Pendapatan bunga atas deposito dianggarkan dalam i<elompok pendapatan asli Daerah
pada jenis lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

c. Pembayaran pokok utang digunakan untuk menganggarkan pemb ayaran kewajiban atas

pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanj ian pinjaman jangkh pendek, jangka

menengah, dan jangka panjang.

d. Pemberian pinjaman digunakan untuk tnenganggarkan pinjaman yang diberikan

kepada pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah lainnya.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
l Cukup jelas.

Pasal 5,1
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

!

!
I

tt
!

l

a

I
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Pasal 60
Cukup jelas.

: Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63 '

Cukup jelas. 

i
Pasal 64 !

Cukup jelas.

Pasal 65

I
I

I

Ayat ( l )
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas

tutu'Suuuup 
jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan
secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah
yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan,
seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.

Yang dimaksud dengan belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya
kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain: pendidikan
dan kpsehatan; dan/atau melaksanakan kewajiban kepada Pihak Ketiga.

Ayat (3)' 
Cukup jelas ;.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas. c

Pasal 71
Cukup jelas.

PasalT2
Cukup jelas,
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Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jeias.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup je las.

Pasal 77
CukLrp jelas

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup. ie la : .

Pasal  80
Cr,rkup jelas.

Pasal 8 1
Cr-rkr-rp jelas.

Pasal 82
CLrkup jelas.

Pasal,83
Cukup ie las"

Fasal 84
Cukup jelas,

Pasai  85
(iukup jelas.

Pasal 86
Cukup. lc las

Pasal 87
Cukup.f elas.

Pasal 88
Cukup. ie las.

Pasal 89
Cukup je las.

Pasal 90
Cukup je las.

Pasal  9 l
C ' r , rkr rp je las.
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Pasal92

j 
Cukup jelas.

; Pasal 93
Cukup ielas.

" Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal  l0 l
Cukup jelas.

Pasal J02

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a

Untuk pelaksanaan kegiatan
dengan dokumen addendum
bersangkutan.

Huruf b

lanjutan pada Tahr.rn Anggaran berikutnya dilengkapi
atas ikatan perjanjian kontre,k induk untuk kegiatan yang

Penetapan kondisi .forcd major atas pelaksanaan kergiatan ditentukan melalui
mekanisme penilaian yang dilakukan oleh tim yang d.ibentuk melalui keputusan
walikota.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup je las.

Pasal 105
Cukup jelas. I

Pasal 106
Cukup jelas.

F;)
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Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup ielas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal I  l0
Cukup jelas.

Pasal 1 I I
Standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalarn
menyusun dan n-renyajikan laporan keuangan pem:rintah Daerah .

Pasal 1 12
Cukup jelas.

Pasal I I 3
Cukup jeias.

Pasal I  14
Cukup jelas.

Pasal 1 15
Cukup jelas.

Pasal  I  16
Cukup jelas.

Pasal ' l  l7
Crrkup. le las.

Pasa l  i i 8  .
Cr,rkup jelas.

Pasal I  l9
Cukr-rp jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal  l2 l
Cukup jelas.

Pasal  122
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas,

Pasal I  24
Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

b b



Pasal126
Cukup jelas.

Pasal 127- 
Cukup jelas.

' Pasal 128
Cukup jelas.

Pasal 129
Cukup jelas

Pasal 130
Cukup jelas.

Pasal l3l
Cukup jelas.

Pasal 132
Cukup jelas.

Pasal 133
Cukup jelas.

Pasal 134
Cukup jelas.

Pasal 135
Cukup jelas.

Pasal J36
! Cukup jelas.

Pasal 137
Cukup jelas.

Pasal 138
Cukup jelas. ;

Pasal I 39
Cukup jelas.

iPasal 140
Cukup jelas.

Pasal 141 .. j i

Cukup jelas.

Pasal 142
Cukup jelas

Pasal 143
Ayat (l)
Yang dimaksud ketentuan da lam ayat ini adalah jumlah utang./pinjaman yang diietapkan

i- dalam APBD, ,
Ayat (2)

i Cukup jelas
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Ayat (3)
Cukup jelas

, = Pasal 144
Ayat (l)

: Cukup jelas. ' . '

Ayat (2)
Kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat ini dihitung sejak tanggal I Januari Tahun

berikutnya ,
i

Ayat (3)

Pasal 145
Huruf a
Pinjaman Daerah yang bersumber dari pemerintah dapat berasal dari pemerintah dan

penerusan pinjamar/utang luar negeri.

Huruf b
pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah Daerah lain berupa pinjaman antar

Daerah .

. Huruf c
Cukupielas.

Huruf d
pinjaman Daerah yang bersumber dari lembaga keuangan bukan bank antara lain dapat

bersal dari lembaga asuransi pemerintah, dana pensiun.

Huruf e
Pinjaman Daerah yang bersumber dari masyarakat dapat berasal dari orang pribadi

, 
dan/atau badan yang melakukan investasi di pasal: modal'

Pasal,l 46
Ayat (l)
Penerbitan obligasi bertujuan untuk membiayai i.nvestsi dengan rnenghasilan penerimaan
Daerah.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas 

l
Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 147
Cukup jelas

Pasal 148
Ayat  ( l )

Cukup jelat 
,

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan pengawasan darlam hal ini bukan pemeriksaan tetapi
pengawasan yang'lebih mengarah untuk nrenjamin pencapaian sasaran yang t€lah
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".
ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dengan kebijakan Umum APBD.

Pasal 149
,r Cukup jela

: Pt*t tt&oupjelas

Pasal l5 l
Cukup jelas .

:
i

Pasal 152 ;

Cukup jelas.

Pasal 153
Cukup jelas.

Pasal 154
Cukup jelas.

Pasal 155
Cukup jelas.

Pasal 156
Cukup jelas.

Pasal 157
Cukup jelas.

\'7' 
Pasal 158

.r, Gukup jelas.
Y

Pasal 159
Cukup jelas.

Pasal 160
Cukup jelas.

Pasal 16l
Cukup jelas.

Pasal 162
Cukup jelas.

Pasal 163
Cukup jelas.

Pasal 164
Cukup jelas.

Pasal 165
Cukup jelas.

Pasal 166
L Cukup jelas. I

. Pasal 167
Cukup jelas.
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